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INTISARI

Kecelakaan kerja yang terjadi pada suatu proyek konstruksi tentu akan
menyebabkan kerugian biaya. Kerugian tersebut bisa berupa biaya langsung
maupun biaya tidak langsung yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Biasanya
pihak kontraktor hanya mengetahui kerugian biaya langsung saja, padahal masih
ada kerugian biaya yang terselubung (tidak langsung) akibat kecelakaan kerja,
yaitu banyaknya waktu produksi yang hilang. Hal tersebut biasanya kurang
mendapatkan perhatian dan tidak disadari oleh pihak kontraktor.

Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan
Sport Center Kabupaten Cilacap yang masih berlangsung. Untuk proyek yang
sedang berjalan angka kecelakaan yang tinggi tentu tidak diharapkan, karena pada
akhir proyek kerugian biaya akibat kecelakaan kerja akan membengkak. Tujuan
dari penelitian ini adalah mengetahui total biaya yang diakibatkan oleh adanya
kecelakaan kerja, cara pengendalian yang tepat untuk mengatasi kerugian akibat
kecelakaan kerja, perbandmgan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung
kecelakaan kerja, serta penyebab kecelakaan kerja terbanyak yang terjadi di
proyek pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap.

Kesimpulan dan penelitian mi, cara pengendalian kerugian akibat
kecelakaan kerja yang paling tepat adalah dengan pengurusan klaim asuransi dan
mencegah kecelakaan kerja yang mungkin akan terjadi lagi. Perbandmgan biaya
langsung dan tidak langsung adalah 3,1360 : 1. Penyebab kecelakaan paling
senng adalah tindakan manusia sendin (Unsafe Human Activity) yaitu sebesar
94,44 %dan penyebab kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi vang tidak aman
(Unsafe Condition) adalah sebesar 5,56 %. Dalam pembangunan Sport Center
Kabupaten Cilacap pihak kontraktor dirugikan dengan mengikuti program
asuransi Jamsostek. Hal ini dikarenakan biaya premi yang harus dibayarkan lebih
besar dari biaya kecelakaan kerja yang terjadi. Tetapi nyawa, keselamatan dan
kesehatan seseorang adalah suatu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dan
dihargai.

xi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan yang mempunyai waktu dan

sumber daya terbatas untuk mencapai hasil akhir yang telah ditentukan. Dalam

suatu pekerjaan pasti melibatkan manusia sebagai sumber daya atau sebagai

tenaga kerja, termasuk juga dalam proyek konstruksi.

Pada setiap pembangunan proyek konstruksi, selalu diharapkan

pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan, atau jika terjadi

penyimpangan, tidak meleset terlalu jauh dari apa yang telah direncanakan

sebelumnya. Tetapi ada kalanya penyimpangan yang besar terjadi dalam sebuah

proyek konstruksi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, di antaranya

adalah munculnya biaya di luar RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Oleh sebab

itu dibutuhkan suatu pengendalian biaya dalam pembangunan proyek konstruksi.

Pada dasarnya suatu proyek mempunyai tiga unsur utama yang memeriukan

pengendalian yaitu :

1. Hasil akhir proyek

2. Jangka waktu proyek

3. Sumber daya atau biaya proyek

(D. Sumarmo, 1995)



Banyak hal dan kejadian yang tidak di harapkan dapat muncul pada saat

proyek sedang berjalan. Di antaranya adalah kecelakaan kerja pada pelaksanaan

proyek. Kecelakaan kerja tentu tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran

Biaya proyek. Oleh karena itu perlu pengendalian biaya proyek sehubungan

dengan hal tersebut agar pada pelaksanaan tidak terjadi penyimpangan biaya yang

terlalu besar.

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang sangat tidak diharapkan,

baik dari pihak kontraktor maupun dari pihak pekerja itu sendiri. Bagi pekerja

tentu saja menimbulkan kerugian. Kerugian itu dapat berupa luka, cacat bahkan

dapat menimbulkan kematian. Sedangkan bagi pihak kontraktor, kerugian itu bisa

berupa biaya yang dikeluarkan dan jam kerja yang hilang sehingga dapat

mengakibatkan keterlambatan proyek. Pada saat ini, industri jasa konstruksi

menduduki peringkat atas pada terjadinya kecelakaan kerja. Fakta mi

memperlihatkan bahwa sub-sektor konstruksi merupakan industri yang beresiko

dan rawan terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Tindakan pencegahan terhadap

terjadinya kecelakaan kerja merupakan faktor utama yang harus diperhatikan

untuk meningkatkan keselamatan kerja.

Pada kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek konstruksi biasanya pihak

pelaksana hanya menghitung biaya langsung yang dikeluarkan untuk menangani

kecelakaan itu. Biaya langsung meliputi : biaya pertolongan pertama pada

kecelakaan, biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya rumah sakit, dan lain

sebagamya. Padahal di samping biaya langsung yang segera dapat terlihat

jumlahnya, sebenarnya ada biaya lain yang secara tak langsung juga dikeluarkan



oleh pihak pelaksana. Namun biasanya hal itu tidak disadari dan kurang mendapat

perhatian. Biaya tersebut merupakan biaya tidak langsung, yang meliputi : biaya

untuk waktu yang terbuang oleh pekerja yang mengalami kecelakaan, biaya untuk

waktu yang terbuang oleh pekerja lain karena rasa ingin tahu, menolong korban

dan rasa setia kawan, biaya untuk waktu yang terbuang oleh mandor dan pegawai

perusahaan lainnya, biaya karena terlambat produksi dan lain sebagainya.

Kecelakaan besar dengan kerugian besar biasanya dilaporkan. Kecelakaan

kecil biasanya dianggap hal yang sepele, padahal kecelakaan kecil intensitasnya

jauh lebih sering terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

Perlu dilihat (diperhitungkan) besarnya biaya langsung dan biaya tidak

langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan (pelaksana). Maka akan terlihat

berapa perbandingan dan total kedua biaya tersebut yang tentunya merupakan

kerugian biaya bagi perusahaan (pelaksana). Disini pula akan dicari bagaimana

cara mengendalikan kerugian proyek, dengan cara mencari penyebab kecelakaan

kerja tersebut dan mengambil tindakan korektif dan pencegahan yang diperlukan

agar kendala tersebut tidak terulang lagi karena akan menimbulkan kerugian yang

mungkin jumlahnya akan lebih besar.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui total biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat

terjadinya kecelakaan kerja.



2. Mengetahui cara pengendalian yang tepat untuk mengatasi kerugian

akibat kecelakaan kerja pada pembangunan Sport Center Kabupaten

Cilacap.

3. Mengetahui perbandingan antara biaya langsung dan biaya tidak

langsung kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Sport Center

Kabupaten Cilacap.

4. Mengetahui penyebab kecelakaan kerja terbanyak yang terjadi pada

proyek pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan kepada praktisi lapangan dalam mengelola

proyek konstruksi sekaligus menjadi evaluasi untuk mencegah

terulangnya peristiwa serupa yang merugikan pihak perusahaan dan

pekerja.

2. Memberi tambahan ilmu bagi mahasiswa selain yang didapat di

bangku kuliah.

3. Merupakan studi awal bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih

lanjut tentang keselamatan kerja, terutama dalam proyek konstruksi

gedung.

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat terarah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian

maka perlu adanya batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan Sport Center

Kabupaten Cilacap dengan kontraktor pelaksana PT. Sri Perdana.



Penelitian hanya membahas pengendalian kerugian biaya akibat

kecelakaan kerja. Kerugian biaya yang muncul diluar kecelakaan

kerja tidak dibahas.

Variabel yang diteliti adalah biaya kecelakaan kerja proyek

pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap, upah tenaga kerja,

status pekerja, lokasi kecelakaan , dan akibat kecelakaan.

Data - data akibat kecelakaan kerja yang diteliti adalah data pada

saat awal pelaksanaan proyek sampai dengan saat penelitian

dilakukaan, yaitu data dari bulan April 2003 sampai dengan bulan

Januari 2004.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang sangat tidak diharapkan,

baik dari pihak kontraktor maupun dari pihak pekerja itu sendm. Bagi pekerja tentu

saja menimbulkan kerugian. Kerugian itu dapat berupa luka, cacat bahkan dapat

menimbulkan kematian. Sedangkan bagi pihak kontraktor, kerugian itu bisa berupa

biaya yang dikeluarkan dan jam kerja yang hilang sehingga dapat mengakibatkan

keterlambatan proyek. Pada saat ini, industri jasa konstruksi menduduki peringkat

atas pada terjadinya kecelakaan kerja. Fakta ini memperlihatkan bahwa sub-sektor

konstruksi merupakan industri yang beresiko dan rawan terhadap terjadinya

kecelakaan kerja. Tindakan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja

merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk meningkatkan keselamatan

kerja.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam

penelitian ini adalah :



1. Tesis Henny Pratiwi Adi (1999) dengan judul "Analisis Hubungan Penerapan

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kinerja Proyek

Konstruksi". Ringkasan dari penelitian ini adalah :

a. Industri jasa konstruksi termasuk dalam industri yang memiliki resiko

kecelakaan kerja yang cukup tinggi, oleh sebab itu program

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan program yang penting

untuk dilaksanakan.

b. Belum tersedianya badan khusus pemerintah dibawah Departemen

Tenaga Kerja yang mengawasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja pada proyek konstruksi, merupakan salah satu faktor yang

menyebabkan fungsi - fungsi pengawasan Keselamatan Kerja di proyek

konstruksi kurang berjalan sebagaimana mestinya.

c. Lima faktor yang dapat menunjang program Keselamatan dan Kesehatan

Kerja adalah :

1) Penyediaan alat keselamatan kerja

2) Manajemen dan kontraktor yang tegas

3) Pembinaan dan pelatihan tenaga kerja

4) Pengalaman kerja dibidang konstruksi

5) Penyuluhan dan penerangan tentang Keselamatan dan Kesehatan

Kerja

d. Lima faktor utama penghambat penerapan program keselamatan dan

kesehatan kerja adalah :



1) Kurang sadar akan arti pentingnya Keselamatan dan Kesehatan

Kerja

2) Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja yang rendah

3) Tidak mengikuti instruksi yang ada

4) Sikap menejemen yang tidak memperhatikan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

5) Tidak adanya sistem pengawasan yang ketat.

e. Terdapathubungan antarafaktor penunjang Keselamatan dan Kesehatan

Kerja dengan efisiensi biaya dan peningkatan kegiatan kerja. Hubungan

tersebut adalah bahwa apabila faktor penunjang dilaksanakan dengan

baik, maka efisiensi biaya dan kegiatan kerja akan meningkat.

f. Tidak terdapat hubungan antara faktor penunjang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja dengan efisiensi waktu dan peningkatan kualitas hasil.

g. Terdapat hubungan faktor penghambat Keselamatan dan Kesehatan

Kerja dengan peningkatan kualitas hasil pekerjaan. Hubungan tersebut

adalah apabila faktor penghambat ini dihilangkan akan terjadi

peningkatan kualitas hasil kerja.

h. Tidak terdapat hubungan antara faktor penghambat Keselamatan dan

Kesehatan Kerja dengan efisiensi waktu, efisiensi biaya dan peningkatan

kegiatan kerja.



2. Tugas akhir Mommy Satna (1999) dengan judul "Analisis Perbandmgan

Biaya Langsung dan Tak Langsung (Hidden Costs) akibat Kecelakaan Kerja

pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi". Kesimpulan dan penelitian mi adalah :

a. Belum diterapkannya peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

dalam pelaksanaan proyek konstruksi di DIY.

b. Sistem pelaporan kurang lengkap, cenderung pada kecelakaan yang

berat saja.

c. Kontraktor belum menyadari berapa besar biaya yang dikeluarkan akibat

kecelakaan kerjapada setiap kejadian kecelakaan kerja.

d. Biaya langsung akibat kecelakaan kerja adalah lebih besar danpada

biaya tidak langsung. Hal ini dikarenakan kontraktor cenderung

menyembunyikan setiap kecelakaan kerja untuk menjaga reputasi

perusahaan.

3. Tugas Akhir Agus Salim dan Agus Suprayitno (1999) dengan judul

"Identifikasi Dan Analisis Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Di

Yogyakarta ".Kesimpulan dan penelitian ini adalah :

a. Kecelakaan kerja sering terjadi pada upah pekerja yang rendah dengan

status pekerjaan sebagai pekerja, lokasi kecelakaan sering terjadi pada

lantai bertmgkat, akibat kecelakaan terbanyak adalah cidera nngan,

corak kecelakaan yang sering terjadi adalah terbentur dan keterangan

bagiantubuh yang sering mengalami cidera adalah badan.
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b. Faktor upah kerja, status pekerjaan, lokasi kecelakaan, corak kecelakaan

dan keterangan cidera, kurang mempengaruhi terhadap biaya kecelakaan

kerja yang dikeluarkan.

c. Faktor kecelakaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya

kecelakaan kerja yang dikeluarkan, semakin parah akibat kecelakaan

yang terjadi maka semakin besar biaya kecelakaan kerja yang

dikeluarkan.

4. Tugas Akliir Diarto Nugroho dan Agus Risdianto ( 2002 ) dengan judul

"Perbandingan Biaya Langsung Dan Tidak Langsung Akibat Kecelakaan

Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi". Kesimpulan dari penelitian ini

adalah :

a. Perbandingan antara biaya langsung dan tidak langsung akibat dari

kecelakaan kerja pada sejumlah perusahaan konstruksi kelas C adalah

berkisar 1,68 : 1 hingga 20,11 : 1 atau dengan rata - rata 10,71 :1

b. Perbandingan biaya total kecelakaan kerja dengan nilai proyek adalah

berkisar 1% hingga 4,5%.

5. Tugas Akhir Hany Cahyawan dan Hening Kifrmawan ( 2002 ) dengan judul

"Kajian Program Keselamatan Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Proyek

Konstruksi Gedung Bertmgkat Di Yogyakarta".Kesimpulan dan penelitian mi

adalah :

a. Program keselamatan kerja yang paling banyak dilaksanakan berturut -

turut adalah : pemakaian samng tangan, pemakaian sepatu kerja,
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pemakaian helm, penyediaan lampu penerangan, pemasangan rambu

bahaya, pemasangan pagar pengaman, penyediaan asuransi, penyediaan

tempat istirahat, pemakaian sabuk pengaman, penyediaan pemadam

kebakaran, perencanaan tata letak alat, pemasangan label penngatan,

penyuluhan K3, sedangkan yang 50% pelaksanaannya adalah

penggunaan masker, pemakaian kaca mata, penggunaan tali pengaman,

pemakaian pakaian kerja, penggunaan tutup telinga, pelatihan kerja dan

pelatihan P3K.

b. Program keselamatan kerja yangcukup berpengruh dan signifikan dalam

menurunkan kecelakaan kerja adalah pemakaian sepatu kerja,

pemakaian helm pengaman, pemakaian sarung tangan, penyediaan

tempat istirahat.

c. Semakin banyak program keselamatan kerja yang diterapkan semakin

kecil kecelakaan yang akan terjada di lokasi proyek.

Perbedaan antara penelitian yang sudah ada dari dengan penelitian yang

akan dilakukan adalah :

a. Mengetaliui total biaya yang akan dikeluarkan oleh perusaliaan akibat

terjadinya kecelakaan kerja.

b. Mengetahui carapengendalian yang tepat untuk mengatasi kemgian akibat

kecelakaan kerja.

c. Mengetaliui perbandingan antara biayalangsung dan biayatidaklangsung.
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d. Mengetahui penyebab kecelakaan terbanyak yang terjadi di proyek

konstruksi.



BAB HI

LANDASAN TEORI

3.1 Pengendalian Proyek

Definisi dari pengendalian proyek adalah memantau, mengkaji,

mengadakan koreksi dan bimbingan agar kegiatan proyek menuju ke arah sasaran

yang ditentukan. Sasaran tersebut berupa anggaran proyek, jadwal induk dan

standart mutu yang telah disusun dan ditetapkan dalam tahap perencanaan dasar.

Unsur manusia dan ketidak pastian masa depan menyebabkan bahwa

rencana proyek yang sekarang dibuat bisa menjadi kurang sesuai lagi dengan

keadaan di kemudian hari dari pelaksanaan proyek karena unsur lainnya dapat

menyimpang dari rencana.

Terlepas dari faktor - faktor ketidakpastian yang perlu diperhatikan dalam

pengendalian proyek, sudah disinggung sedikit di atas bahwa proyek pada

dasarnya mempunyai tiga unsur utama yang memeriukan pengendalian,yaitu :

1. Ruang lingkup atau hasil akhir proyek (quality)

2. Jangka waktu proyek (time)

3. Biaya anggaran proyek (cost)

(D.Sumarmo,1995)

13
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3.2 Pengendalian Biaya Proyek

Anggaran adalah suatu perkiraan biaya yang disusun berdasarkan informasi

yang tersedia pada suatu pembuatan anggaran. Ada beberapa asumsi yang

dipergunakan untuk merumuskan ketidakpastian yang dihadapi proyek menjadi

bagian dari anggaran proyek. Maka dari itu rencana proyek yang dibuat sebelum

proyek dimulai dan dituanggakan dalam DIP ( Daftar Isian Proyek ) dan PO

( Petunjuk Operasional ) haruslah memiliki sifat:

1. Rencana itu dapat mengalami perubahan selama proyek berjalan.

2. Rencana dapat menjadi landasan bersama semua pihak dalam komunikasi

mengenai proyek selama masa kerja proyek.

Dengan di milikinya sifat - sifat ini oleh rencana proyek, semua pihak akan

dapat setuju bahwa anggaran proyek dapat meningkat lebih besar selama proyek

berjalan dan dapat pula realisasi biaya proyek lebih kecil daripada anggarannya

setelah proyek selesai.

Penyimpangan realisasi biaya proyek dari anggarannya terutama terjadi

karena ketidakpastian yang dihadapi proyek dapat menimbulkan tambahan beban atau

dapat sama sekali tidak menimbulkan beban proyek seperti yang diperkirakan

sebelumnya.

Sehubungan dengan hal itulah maka pengendalian biaya proyek diperlukan

untuk menanggulangi penyimpangan realisasi biaya proyek tersebut. Pengendalian

terhadap biaya proyek terutama ditujukan agar keseluruhan biaya proyek tidak

melampaui anggarannya. Untuk keadaan sekarang ini, pengendalian terhadap
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besarnya biaya proyek terutama ditujukan agar keselumhan biaya proyek dapat

dihemat atau sekurang - kurangnya dapat mewujudkan hasil akhir proyek dengan

kuantitas yang diharapkan sejakperencanaan proyek. ( D. Sumanno, 1995 )

3.3 Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Banyak pemikiran telah ditulis mengenai kemgian ekonomis akibat

kecelakaan dalam industri konstmksi, tetapi nampaknya masih sedikit sekali usaha -

usaha untuk menilainya secara tepat. Penting dipertanyakan apakah nilai kerugian

suatu kecelakaan benar - benar dapat dihitung dan bila memang dapat, manfaat

apakah yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan usaha - usaha pencegahan

kecelakaan kerja ? Terlepas dari semua itu, berapa harga yang hams di pakai untuk

menilai jiwa seseorang yang menjadi korban kecelakaan kerja 9

Setiap kali terjadi kecelakaan kerja maka karyawan, pimpinan perusahaan,

dan negara akan mengalami kemgian. Jadi semua pihak akan dirugikan karena

adanya kecelakaan tersebut.

1. Kemgian terhadap karyawan antara lain :

a. Menderita rasa sakit, takut (trauma ) dan menderita

b. Cacat tubuh

c. Kehilangan nafkah dan masadepan

d. Tidak dapat menikmati kehidupan yang layak.

2. Kemgian terhadap pimpinan perusahaan antara lain :

a. Kehilangan pendapatan kerja atau waktu kerja.

b. Kualitas dan kuantitas kerja menurun.
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c. Bertambahnya kerja lembur ( karena untuk penggantian waktu kerja

yang hilang )

d. Kehilangan waktu kerja bagi karyawan atau staf lainnya untuk

penyelidikan kecelakaan, membantu karyawan yang menderita

kecelakaan, melihat dan menonton kejadian kecelakaan.

e. Penempatan dan latihan terhadap karyawan yang menderita

kecelakaan ( setelah sembuh ) untuk pekerjaan yang bam.

f. Pengobatan.

g. Asuransi atau santunan bagi penderita kecelakaan kerja.

h. Kehilangan kepercayaan diri karyawan lainnya, lingkungan dan

sebagainya.

3. Kemgian terhadap keluarga karyawan ( yang mendapat kecelakaan ) :

a. Tidak ada yang mencari nafkah lagi.

b. Pendapatan keluarga karyawan berkurang.

c. Larangan - larangan mang gerak.

d. Kehilangan kasih sayang.

4. Kemgian terhadap bangsa dan negara :

a. Kehilangan tenga kerja yang terampil untuk menyokong ekonomi

nasional.

b. Kekurangan tenaga kerja yang terampil, sehingga perlu tenaga asing

untuk mengisinya.
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c. Dengan adanya pengumuman - pengumuman tentang kecelakaan

kerja, maka ada kemungkinan generasi muda memilih karir jenis

pekerjaan bidang lam.

( V.M. Napitulu, 1989)

Jadi secara garis besar ada 5 jenis kerugian - kemgian yang disebabkan oleh

kecelakaan kerja :

1. Kerusakan

Kerusakan yang terjadi dapat bempa kerusakan alat kerja, bahan, proses,

bagian mesin, tempat dan lingkungan pekerjaan dll.

2. Kekacauan organisasi

Akibat kerusakan di atas dapat menyebabkan kekacauan organisasi dalam

proses produksi.

3. Kel uhan dan kesedihan

Korban yang tertimpa kecelakaan mengeluh sedangkan keluarga dan

teman akan mengalami kesedihan.

4. Kelainan dan cacat

5. Kematian

3.4 Biaya Akibat Kecelakaan Kerja

Banyaknya kejadian kecelakaan kerja pada pelaksanaan pekerjaan konstmksi

akan sangat mempengamhi produktivitas kerja. Bagi perusahaan, keselamatan kerja

mempakan jaminan kelangsungan suatu usalia serta pengamanbagi suatu investasi.



Hubungan erat antara tingkat keselamatan dan tingkat produksi adalah :

1. Dalam pelaksanaan keselamatan kerja yang baik, kecelakaan yang

mendatangkan kerugian material dan finansial dapat dihindari.

2. Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan

penggunaan peralatan kerja dan mesinyangproduktifdan efisien.

Usaha keselamatan kerja akan selalu memeriukan keterpaduan antara

keselamatan kerja dan kegiatan sistem menejemen. Bila usaha ini diterapkan maka

selain dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan pemborosan biaya, juga akan

dapat meningkatkan derajat efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Satu hal

yang harus mendapat sorotan adalah tata cara pelaporan dan kehamsan perlindungan

atas peralatan.

Ketepatan arti kemgian total atau menyelumh akibat kecelakaan adalah

penting, karena meskipun banyak jenis kemgian yang sudah dapat dinyatakan dengan

mudah dalam bentuk uang, tetapi banyak juga kemgian - kemgian lainnya yang

bersifat kurang nyata atau terselubung (International Labour Office, Geneva, 1989 ).

Sebuah tim penelitian ( G. Everett dkk, 1996 ) mengidentifikasikan jenis biaya untuk

mengevaluasi total biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, yaitu : biaya

langsung ( Direct Costs InsuredCosts ) dan biaya tidak langsung (Indirect Costs

Uninsured Costs Hidden Costs ).
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3.4.1 Biaya Langsung (Direct Costs)

Biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat diketahui ketika sebuah

kecelakaan kerja terjadi. Biaya langsung ( Direct Costs ) meliputi faktor - faktor

berikut:

a. Biaya pertolongan pertama bagi korban kecelakaan

b. Biaya pengobatan

c. Biaya pertolongan

d. Biaya rumah sakit

e. Biaya transportasi kecelakaan

f. Upah selama tidak mampu bekerja (sesuai dengan Keputusan Menteri

Tenaga Kerja No. 196 / Men /1999)

g. Biaya perbaikan alat / mesin

h. Biaya atas kemsakan bahan.

Penghitungan dilakukan berdasarkan data lapangan terhadap kecelakaan kerja

dan penanganannya yang meliputi berapa biaya untuk masing - masing faktor

tersebut diatas, dan dimunculkan dalam bentuk tabel.

3.4.2 Biaya Tidak Langsung (Indirect Costs/Hidden Costs)

Biaya tidak langsung adalah biaya tidak terlihat (terselubung / tersembunyi)

pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. Biaya tidak langsung /

terselubung ( Indirect Costs ) meliputi faktor - faktor berikut ini ( International

Labour Office, Geneva, 1989 ):

a. Biaya akibat hilangnya waktu pekerja yang mengalami kecelakaan.
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b. Biaya akibat hilangnyawaktu pekerja lain yang terhenti bekerja karena :

1) rasa ingin tahu

2) rasa simpati

3) menolong korban

c. Biaya akibat hilangnya waktu bagi para mandor, para pimpinan lainnya

antara lain sebagai berikut:

1) membantu korban

2) menyelidiki penyebab kecelakaan

3) mengatur agar proses produksi ditempat karyawan yang terluka tetap

dapat dilanjutkan oleh karyawan lainnya

4) memilih, melatih ataupun menerima karyawan bam untuk

menggantikan posisi karyawan yang terluka

5) membuat laporan kecelakaan kerja

d. Biaya karena keterlambatan proyek

e. Kerugian akibat kehamsan untuk menemskan pembayaran upah penuh

bagi karyawan yang dulu terluka setelali mereka kembali bekerja,

walaupun mereka ( mungkin belum pulih sepenuhnya ) hanya

menghasilkan separuh dari kemampuan pada saat normal.

f. Kerugian yang timbul akibat ketegangan ataupun menumnnya moral kerja

karena kecelakaan tersebut yang juga mengakibatkan turunnya

produktivitas kerja.
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Sebagai perbandingan Levitt dan Samelson (1987) mengidentifikasikan

bahwa ada 2vanabel yang mempengamhi besarnya biaya tidak langsung :
a. Biaya tambahan karena lambatnya produksi

Biaya tidak langsung karena pekerjaan korban tidak dapat digantikan
sehingga harus menunggu sembuhnya korban

b. Biaya untuk efisiensi kerja yang hilang bagi pekerja lain

Biaya mi dipengaruhi oleh jenis dan tingkat keparahan kecelakaan.

Korban dengan tingkat keparahan yang berat akan mempengamhi pekerja
lam, karena pekerja lam merasa mempunyai tali ikatan persamaan nasib
dengan korban kecelakaan kerja.

Biaya tambahan dan vanabel yang lam yang perlu dipertimbangkan adalah
pengamh kecelakaan. Pengamh kecelakaan dapat dmiasukkan sebagai vanabel biaya
tidak langsung yang menyebabkan tumnnya produktivitas kerja. Penurunan
produktivitas kerja diakibatkan oleh kondisi fisik dan psikrs dan korban kecelakaan

dalam melanjutkan pekerjaannya, hilangnya faktor produksi dan rendahnya efisiensi
kerja dan pekerja lain, hilangnya waktu pekerja lain waktu menolong korban dan
kekacauan pada jadwal pekerjaan (Koesmargono, 1998 )

Penghitungan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang
kecelakaan kerja dan penanganannya yang meliputi biaya untuk masing - masing
faktor tersebut di atas dan dimunculkan dalam bentuk tabel.

Walaupun saat ini secara umum telah disepakati bahwa jumlali perbandingan
antara jumlah kemgian tidak langsung dengan kemgian langsung ini berkisar antara
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dua sampai lima kal, tergantung pada keadaannya, banyak penulis masih

mempertanyakan apakali cukup berarti untuk membandingkan angka - angka

tersebut, karena rasio - ras.o ini berbeda secara mencolok antara industri yang satu
dengan lainnya, tergantung pada jenis luka, kemsakan yang diakibatkan dan banyak
lagi vanabel - vanabel lainnya. Jelas bahwa menghitung besarnya kerugian suatu
kecelakaan adalah penting, tetapi kesemuanya hamslah didasarkan kepada biaya yang
sebenarnya, sehingga dapat dijadikan landasan bagi tindakan positif untuk
pencegalian kecelakaan. Jadi bukanlali didasarkan pada biaya samar - samar yang
seringkali malah mengaburkan permasalahan dan mengundang pertentangan pendapat
dan berbaga, segi industn. Sebuah contoh yang baik tentang biaya yang sebenarnya
ini adalah biaya kompensasi bagi pekerja. Tak dapat diragukan lagi baliwa
peningkatan biaya kompensasi pekerja selama beberapa tahun belakangan ,ni
mempakan faktor penting yang menank perhatian bagi semua pihak yang
berkepentmgan tentang semakin mendesaknya kebutuhan perbaikan dalam langkah -
langkah pencegalian kecelakaan (International Labour Office, Geneva, 1989 )
3.5 Perhitungan Biaya Langsung

Perhitungan biaya langsung berdasarkan data lapangan tentang kecelakaan
kerja dan penanganannya yang meliputi biaya untuk :

1 Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan

2. Biayapengobatan

3. Biaya perawatan

4. Biaya rumah sakit
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5. Biaya transportasi

6. Upah selama tidak mampu bekerja

7. Biaya perbaikan alat / mesin

8. Biaya atas kemsakan bahan

3.6 Perhitungan Biaya Tidak Langsung

Penghitungan biaya tidak langsung dilakukan dengan menghitung upah

pekerja per jam dikalikan waktu produksi yang hilang atau dapat dirumuskan sebagai
berikut:

Biaya waktu produksi hilang -Upah rata-rata perjam xwaktu produksi yang hilang
Keterangan :

1 Upah rata- rataperjam

Dihitung berdasarkan upah yang ditenma per hari dibagi dengan jam
kerja.

Contoh : Upah sehan Rp 17.500, jam kerja sehari 8jam kerja maka upah

perjamnya adalah : —^— =2187,5 = Rp2 200 00
Sjam

2. Waktu produksi yang hilang

Dihitung berdasarkan interview / wawancara kepada pekerja, pengawas,

dan buku laporan harian / mingguan.

3. Santunan yang dibenkan oleh pihak PT. Jamsotek terhadap klaim

kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:
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a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke mmah sakit / mmah

tenaga kerja ( maksimal):

1-Darat Rp. 100.000,00

2- Laut Rp. 200.000,00

3. Udara Rp. 250.000,00

b. Tunjangan sementara tidak mampu bekerja ( STMB )

1 4 bulan pertama 100% upah

2. 4 bulan kedua 75% upah

3. Selanjutnya 50% upah

c. Biaya perawatan dan pengobatan mmah sakit ( maksimal )

Rp. 4.000.000,00

d. Santunan cacat

1. Total tetap

i. Sekaligus 70% x60 bulan atau Rp. 1.500.000,00

ii. Berkala ( 2 tahun ) Rp. 25.000,00/ bulan

2. Kurang fungsi

%kurang fungsi x%table x60 bulan gaji

keterangan :%kurang jungsi di tentukan oleh hasil pemeriksaan pihak

mmah sakit.

e. Santunan kematian ( maksimal )

1. Sekaligus 60% x 60 bulan gaji (tanpa perhitungan

ahli waris ) atau Rp. 2.000.000,00
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2. Berkala ( 2 tahun ) Rp. 25.000,00/ bulan

3. Biaya pemakaman Rp 400.000,00

f. Biaya rehabilitasi

1 Alat ganti ( Prothese ) anggota badan (patokan harga dari Rumah

Sakit DR Suharso, Surakarta)

2. Alat bantu ( kursi roda ), dibantu 40% dari harga alat bantu.

g. Penyakit akibat kerja

Tiga puluh satu jenis penyakit selama hubungan kerja dan 3 tahun

setelah putus hubungan kerja.

3.7 Pengendalian Kerugian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Kerja
3.7.1 Klasifikasi Kecelakaan

Telah ditetapkan klasifikasi majemuk yang mempakan hasil dan Konferensi

Ahli Statistik Pekerja Internasional Kesepuluh ( Tenth Internasional Conference of
Labour Statisticians ) yang diselenggarakan oleh ILO. Dxsim kecelakaan dalam

industri diklasifikasikan masing - masing dalam empat pengelompokan sebagai
berikut:

a. Jenis kecelakaan

Jems kecelakaan mencmkan kejadian yang secara langsung
mengakibatkan luka tersebut.

b. Perantara

Perantara dari bagian kecelakaan raencirikan suatu proyek, substansi

ataupun tempat, dimana kondisi berbahaya di atas ada.
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c. Sifat luka

Mencirikan luka berdasarkan ciri - ciri utama fisik.

d. Lokasi tempat luka di tubuh

Bagian tubuh yang terkena mencirikan bagian tubuh orang yang terkena

langsung oleh sifat lukayang telah dicirikan.

Apapun bentuk klasifikasi yang digunakan, tampaknya sebagian besar

penyebab kecelakaan yang ditemukan temyata tidak terjadi pada mesin - mesin

berbahaya (seperti bulldozer, pengaduk beton dll) atau bahan - bahan yang paling

berbahaya (seperti cairan yang mudah terbakar), tetapi umumnya terjadi pada

tindakan yang biasa - biasa saja seperti tersandung, terjatuh, terjepit / terjebak / di

dalam / diantara, terianggar / tertimpa / terbentur, tersengat aliran listrik, benda

tangan / benda yang dipegang, penanganan atau pengangkatan barang ataupun

penggunaan perkakas kerja tangan secara keliru.

Pada pekerjaan konstmksi teknis, jenis kecelakaan paling utama terjadi pada

proses penanganan ( lebih dan 25 % ), selanjutnya diikuti oleh kecelakaan akibat

terjatuh ( kurang lebih 20 %). Keselumhan angka - angka ini menggambarkan sifat -

sifat kecelakaan sehari - hari. {Internasional Labour Office, Geneva, 1989)

3.7.2 Penyebab Kecelakaan

Sebelum suatu tindakan penanggulangan yang tepat terhadap kecelakaan

dapat diambil, perlu diketahui dengan jelas bagaimana dan mengapa kecelakaan itu

bisa terjadi. Keterangan lengkap hams diperoleh melalui penyelidikan secara hati -
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hati terhadap setiap kasus. Setiap kecelakaan, sampai - sampai yang terkecilpun hams

diselidiki. Biasanya penyebab kecelakaan kerja tersebut adalali:

1. Kelelahan fisik pekerja

2. Ketidakterampilan pekerja

3. Kurangnya sarana peralatan pekerjaan

4. Dipacunya jadwal pekerjaan

5. Kegiatan lembur yang kurang efektif

6. Pengawasan yang kurang

7. Pendidikan pekerja yang kurang

8. Keinginan pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan.

(Koesmargono, 1998)

Sedangkan penggolongan sebab - sebab kecelakaan kerja secara umum dapat

digolongkan sebagai berikut (Internasional Labour Office, 1989 ) :

I Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan ('Unsafe
Human Act')

2. Keadaan hngkungan yang tidak aman ('Unsafe Condition ')

3.7.3 Penyelidikan kecelakaan

Tujuan dan penyelidikan kecelakaan adalah untuk menemukan berbagai

penyebab kecelakaan, sehingga dengan demikian dapat ditemukan langkah - langkah

pencegahan yang tepat. Dewan Keselamatan Nasional Amenka Senkat

mengemukakan beberapa alasan tentang penyelidikan kecelakaan sebagai berikut:
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a. Mempelajan berbagai penyebab kecelakaan sehingga kecelakaan serupa

akan dapat dicegah dengan cara perbaikan mekanis, pengawasan yang

lebih baik, atau dengan pelatiham kerja.

b. Menentukan perubahan atau penyimpangan yang menyebabkan terjadinya

kesalahan yang berakibat kecelakaan ( analisis sistem keselamatan )

c. Mengumumkan bahaya tertentu kepada para karyawan dan supervisornya,

dan mengarahkan perhatian mereka pada upaya pencegahan kecelakaan.

d. Menentukan fakta untuk dipertanggungjawabkan secara resmi. Suatu

penyelidikan yang semata - mata dilakukan untuk tujuan ini jarang dapat

memberikan informasi yang cukup memadai untuk upaya pencegahan

kecelakaan. Di sisi lain suatu penelitian untuk kepentingan pencegalian,

mungkin sekali tidak menyertakan fakta yang amat penting untuk

menetapkan siapa yang hams bertanggungjawab.

3.7.4 Sistem Laporan Kecelakaan Kerja

Sistem laporan memamkan peranan penting dalam pelaksanaan proyek

konstruksi khususnya dalam hal keselamatan kerja. Tidak ada suatu kejadian atau

kecelakaan yang dapat diabaikan begitu saja, betapapun sekecil-kecilnya. Laporan

kecelakaan menyelumh adalali alat menejemen yang peka terhadap kemgian.

Kemgian dikategonkan menjadi kerugian kecil, sedang atau besar. Namun

kecelakaan kerja dan kategon apapun harus dianggap penting dalam menejemen

proyek. Kejadian atau kecelakaan yang tidak dilaporkan akan berakibat burak bagi

proyek, seperti kanker dalam tubuh manusia.
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Adapun beberapa alasan mengapa seorang pengawas atau mandor tidak

melaporkan suatu kecelakaan :

1 Memelihara cacatan yangbersih dan noda kecelakaan

2. Menganggap remeh luka kecil yang tidak berakibat burak dalam

produktivitas kerja.

3 Mengelakkan tanggung jawab

4. Sama sekali tidak memahami akibat suatu kecelakaan.

Sebab - sebab di atas satupun tidak ada yang dapat dibiarkan dalam sistem

menejemen pengendalian kemgian secara menyeluruh. Setiap orang yang teriibat

dalam unsur menejemen hams memegang peran penting dalam pelaporan. Setiap

laporan kecelakaan yang terjadi atau hampir terjadi hams didukung oleh data yang

lengkap. Data yang lengkap akan membantu pertanggungjawaban dan pengukuran

kecelakaan kerja secara tepat.

3.7.5 Pencegahan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan - kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan :

1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan - ketentuan yang diwajibkan

mengenai kondisi - kondisi kerja pada umumnya, perencanaan,

konstmksi, perawatan dan pemehharaan, pengawasan, pengujian dan cara

kerja peralatan industn, tugas - tugas pengusaha dan buruh, latihan,

supervisi medis, PPPK, dan pemehharaan kesehatan.

2. Standarisasi, yaitu penetapan standar - standar resmi, setengah resmi atau

tidak resmi mengenai misalnya konstruksi yang memenuhi syarat - syarat
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keselamatan jenis peralatan industri tertentu, praktek keselamatan dan

hygiene umum, atau peralatan perlindungan din.

3. Pengawasan, pengawasan tentang dipatuhmya ketentuan perandangan

yang diwajibkan.

4. Penelitian bersifat teknis, yang meliputi sifat dan ciri - cin bahan yang

berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat

perlindungan diri.

5. Riset medis, yang meliputi teratama penelitian tentang efek fisiologis dan

patologis faktor hngkungan dan teknologis dan keadaan fisik yang

mengakibatkan kecelakaan.

6. Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola kejiwaan yang

menyebabkan terjadinya kecelakaan.

7. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis kecelakaan yang

terjadi, banyaknya, mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa dan apa

sebab - sebabnya.

8. Pendidikan, yang menyangkut tentang pendidikan keselamatan dalam

kunkulum teknik, sekolah perniagaan atau kursus pertukangan.

9. Latihan, yaitu latihan praktik bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja

yangbam dalam keselamatan kerja.

lO.Pengarahan, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan

lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat.
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11. Asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan

kecelakaan kerja, misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar

oleh perusahan, jika tindakan - tindakan keselamatan sangat baik.

12. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yang merupakan ukuran

utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pada perusahaanlah,

kecelakaan terjadi, sedangkan pola kecelakaan pada suatu perusahaan

sangat tergantung pada tingkat kesadaran atau keselamatan kerja oleh

semua pihak yang bersangkutan.

(International Labour Offtch, 1989 )

3.8 Penerapan Peraturan Perundangan Keselamatan Kerja

1. Menurut Undang - Undang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1)

a. BAB V, Pembinaan, Pasal 9 yang berbunyi :

1. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap

tenaga kerja tentang:

a) Kondisi - kondisi dan bahaya - bahaya serta yang dapat timbul

dalam tempat kerjanya.

b) Semua pengamanan dan alat - alat perlindungan yang

diharuskan dalam tempat kerjan3'a.

c) Alat - alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang

bersangkutan.

d) Cara dan sikap yang^man dalam melaksanakan pekerjaannya
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2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang

bersangkutan setelah la yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah

memahami syarat - syarat tersebut diatas.

3. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat -

syarat dan ketentuan yang beriaku bagi usalia dan tempat kerja

yang dijalankan

b. BAB VII, Kecelakaan, Pasal 11 yang berbunyi :

1. Pengums diwajibkan melaporkan kecelakaan yang terjadi dalam

tempat kerja yang dipimpmnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh

menteri tenaga kerja.

2. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Keqa, tugas

dan lainnya ditetapkan oleh menteri tenaga kerja.

c. BAB IX, Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja, Pasal 13 yang

berbunyi :

'* Barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati

semua petunjuk Keselamatan Kerja dan memakai alat - alat

perlindungan diri yang diwajibkan."

2. Menurut Peraturan Menten Tenaga Kerja Nomor :Kep-196 / MEN / 1999

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Bab II, Kepesertaan dan Program, Pasal 2yang berbunyi :

Setiap penyedia jasayang mempunyai status usalia :

a. Menjalankan suatu pemsahaan milik sendiri, atau
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b. Berdiri sendm menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau

c. Berada di Indonesia,mewakih perusahaan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah

Indonesia.

dan memperkerjakan tenaga kerja hanan lepas, borongan dan

perjanjian waktu tertentu kurang dari 3 bulan secara bertumt - tunit

wajib mengikut sertakan selumh tenaga kerjanya dalam program

jaminan tenaga kerja dan jamman kematian kepada Badan

Penyelenggara

2. BAB III, Besar dan Tata Cara Pembayaran Iuran, Pasal 9 yang

berbunyi :

1) Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai

berikut:

a) Jaminan Kecelakaan kerja yang perincian besarnya iuran

berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum

dalam lampiran I sebagai berikut:

Kelompok I : 0,24 % dari upah sebulan

Kelompok II ; 0,54 % dan upah sebulan

Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan

Kelompok IV : 1,27 % dan upah sebulan

Kelompok V : 1,74 %dari upah sebulan

( Bidang Konstruksi berat masuk dalam kelompok V)
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Untuk menghitung besarnya premi asuransi menurut Bab III

adalah pasal 9 :

I pekerja x V jam kerja x 26 (hari) x 12 (bulan) x upah

rata- rata perbulan x 1,74 % (faktor pengali) =Premi yang

harus dibayar selama pertangguhan 1 tahun

b) Jaminan hari tua ( JHT )sebesar 5,7 %dan upah sebulan

c) Jaminan Kematian ( JK ) sebesar 0,30 %dan upah sebulan

d) Jaminan Pemehharaan Kesehatan ( JPK ) sebesar 6 % dari

upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudali berkeluarga dan 3

%dan upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.

2) Iuran jaminan sosial tenaga kerja, jaminan kematian, dan jaminan

pemehharaan tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh pihak

pengusaha

Pasal 10 yang berbunyi :

1) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan

nilai komponen upahnya tidak diketahui dan tidak tercantum,

maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan

jaminan kematian ditetapkan sebagi berikut:

a) Pekerjaan konstmksi sampai dengan Rp. 100.000.000,00

( seratus juta rupiah ) sebesar 0,24 % dan nilai kontrak kerja

konstmksi.
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b) Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

rapiah ) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta

rapiah ) sebesar penetapan iuran huraf a ditambah 0,19 %dan

selisih nilai, yakm kontrak kerja konstruksi dikurangi

Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rapiah )

c) Pekerjaan konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (limaratusjuta

rapiah ) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar

rapiali) sebesar penetapan iuran huraf bditambah 0,15 %dan

selisih nilai, yakm kontrak kerja konstruksi dikurangi

Rp. 500.000.000,00 (limaratusjuta mpiah )

d) Pekerjaan konstmksi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar

mpiah ) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar

rapiah ) sebesar penetapan iuran huraf c ditambah 0,12 %dari

selisih nilai, yakni kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.

1.000.000.000,00 ( satu milyar rapiah )

e) Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,00 ( lima

milyar rapiah ) sebesar penetapan iuran huraf dditambah 0,10

%dari selisih nilai, yakm kontrak kerja konstruksi dikurangi

Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rapiah )

Sedangkan perhitungan estimasi biaya pada proyek Pembangunan Sport Center

Kabupaten Cilacap adalah dengan ramus pembayaran premi asuransi pada PT.
Jamsostek yang tertera dalam Bab III pasal 10 :
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( 0,24% xnilai kontrak )+( 0,19% x( nilai kontrak - Rp. 100.000.000,00 )) +

( 0,15% x( nilai kontrak - Rp. 500.000.000,00 )) + ( 0,12% x(nilai kontrak -

Rp. 1.000.000.000,00 )) =Premi asuransi yang dibayarkan

2) Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar

perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah

dikurangi Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )

Pasal 11, yang berbunyi :

Dalam hal pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan

kematian didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 10 atau pembiayaan pekerjaan konstruksi

dilakukan secara voor financiering, maka pembayaran iuran dapat
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a) Sekaligus secara tunai pada saat mulamya pekerjaan konstruksi

atau pada saat menerima pembayaran phase pertama.

b) Bertahap sesuai phase pembayaran, dengan ketentuan seluruh

iuran haras sedah lunas selambat - lambatnya pada saat penyedia

jasa menenma pembayaranphase terakhir.

Pasal 12, yang berbunyi :

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran tenaga

kerja hanan lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai
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ketentuan Keputusan Manteri Tenaga Kerja Nomor Kep 150 / MEN /

1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Hanan

Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 13, yang berbunyi :

Tata cara pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian

lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa

konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemenntali Nomor

14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER - 05 / MEN / 1993

tentang Petunjuk Tekms Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran,

Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. BAB IV, Besar dan Tata Cara Pembayaran Jaminan, Pasal 14 yang
berbunyi :

Besarnya jaminan sosial tenaga kerja, bagi kepesertaan tenaga hanan

lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang

Program Jamman Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja dan Peraturan Menten Tenaga Kerja Nomor PER-02 /

MEN / 1997 tentang Peningkatan Biaya Persalinan, Kaca Mata dan
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Prothese Gigi bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja.

Pasal 15,yangberbunyi :

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran

jaminan bagi tenaga kerja hanan lepas, borongan dan perjanjian kerja

waktu tertentu sesuai ketentuan Keputusan Menten Tenaga Kerja

Nomor 150 / MEN / 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jamman

Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Hanan Lepas, Borongan dan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 16, yang berbunyi :

a) Penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja

tenaga kerjanya kepada kantor Departemen / Dinas Tenaga Kerja

setempat dan Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan

Menteri Tenaga Kerja Nomor PER - 05 / MEN / 1993 tentang

Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran,

Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosisal Tenaga
Kerja.

b) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya

atau teman sekerjanya berhak melaporkan kejadiannya kecelakaan

kerja termaksud tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa

menyampaikan laporan sebagaimana di maksud pada ayat 1.
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Pasal 17,yangberbunyi :

1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib :

a. Membenkan pertolongan pertama pada kecelakaan

b. Membenkan terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat

terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau keramahnya.

c Membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan

d. Membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu

bekerja.

dan menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada Badan

Penyelenggara.

2) Badan Penyelenggara selambat - lambatnya 1 bulan terhitung

sejak syarat - syarat teknis dan administrasi di penuhi harus

membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Pasal 18, yang berbunyi :

Tata cara pengajuan dan pembayaran jaminan sosial tenaga kerja bagi

tenaga kerja hanan lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu

pada Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Nomor PER - 05 / MEN / 1993 tentang Petimjuk Teknis

Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaan Iuran, Pembayaran Santunan

dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Diskripsi Wilayah Penelitian

Untuk mendukung jalannya penelitian, maka dipilih Proyek Pembangunan

Sport Center Kabupaten Cilacap dengan kontraktor pelaksana PT. Sri Perdana.

4.2 Peralatan Penelitian

Semua alat yang mendukung penelitian :

1. Blangko daftar wawancara

2. Komputer sebagai alat bantu pembuatan laporan

4.3 Inventaris Data

Untuk meneliti dan menganalisa besarnya biaya dan pencegahan kecelakaan

kerja pada Proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap diperiukan suatu

metode pengumpulan data kecelakaan kerja yang terjadi selama pembangunan sedang

berjalan. Inventaris data dilakukan seperti dibawah ini :

4.3.1 Pengumpulan Data

a. Data yang berkaitan dengan korban kecelakaan kerja yang berisi nama

perasahaan, alamat dan nomor telepon, jenis usaha, nama tenaga kerja, tempat

dan tanggal lahir, jenis pekerjaan, upah tenaga kerja, tempat kecelakaan, tanggal

40
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kecelakaan, uraian kecelakaan, akibat yang diderita korban, nama dan alamat

dokter, keadaan pendenta setelah pemeriksaan pertama, kecelakaan yang dicatat

dalam buku kecelakaan, perkiraan kerugian, dan keterangan lam yang perlu.

b. Data yang berkaitan dengan pekerja yang menolong korban kecelakaan kerja

yang berisi tentang jenis pekerjaan, upah per hari dan waktu produksi yang

hilang.

c. Data yang berkaitan dengan usaha perusaliaan dalam mengatasi kecelakaan kerja

yang bensi keterhbatan supervisor, eksekutif, pengawas atau pegawai lam yang

pada saat terjadi kecelakaan, menyelidiki sebab-sebab terjadinya kecelakaan

kerja, membuat laporan, melatih pekerja bara untuk menggantikan korban,

mengatur / merencanakan kerja yang terganggu akibat kecelakaan kerja,

memperbaiki alat-alat yang rasak.

4.3.2 Wawancara

Wawancara dilakukan di dua tempat yaitu di kantor dan di proyek tempat

berlangsungnya pekerjaan. Untuk mendapatkan data kecelakaan di lakukan apabila

terdapat data-data yang berkaitan dengan kecelakaan kerja pada saat proyek sedang

berlangsung. Data-data tersebut tidak tercantum dalam buku laporan keuangan

maupun laporan bulanan. Data tersebut meliputi jenis pekerjaan, upah pekerja per

hari, jenis luka, jenis kecelakaan, waktu produksi yang hilang, penyebab kecelakaan,

kronologis kejadian kecelakaan dan keterkaitan dengan pekerjaan.
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4.3.3 Studi Pustaka

Studi Pustaka sifatnya melengkapi kekurangan yang terdapat pada

pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa literatur yang mendukung penelitian

dan mempakan bahan untuk mencari solusi bagi pengendalian biaya akibat

kecelakaan kerja dengan mencari carapencegahan kecelakaan kerja yang tepat.

4.4 Tahapan Penelitian

Prosedur dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahapan perumusan masalah

Tahapan ini meliputi perumusan terhadap topik penelitian, termasuk

tujuan dan pembahasan masalah.

2. Tahap perumusan teori

Pada tahap ini dilakukan pengkajian pustaka terhadap teori yang

melandasi penelitian dan ketentuan-ketentuan yang dijadikan landasan

dalam pelaksanaan penelitian.

3. Tahap pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada proyek Pembangunan Sport

Center Kabupaten Cilacap, yang meliputi:

a. Pengumpulan data

b. Wawancara dengan pihak kontraktor dengan cara mengajukan

beberapa pertanyaan.
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4. Tahap analisis danpembahasan

Data dan hasil pertanyaan dianalisis, kemudian dimasukan dalam ramus-

rumus yang terkait. Hasil penelitian kemudian dibahas dan ditinjau sesuai

dengan teon yang melandasi dan studi pustaka untuk mencari solusi dari

masalah pencegahan kecelakaan kerja.

5. Tahap penarikan kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data dan data hasil wawancara dapat diambil

kesimpulan berdasar teori yang digunakan untuk menjawab pemecahan

permasalahan tentang keselamatan dan kecelakaan kerja.



BAB V

ANALISIS DATA PROYEK

5.1 Data Umum Proyek

Setelah dilakukan penelitian pada proyek Pembangunan Sport Center di

Kabupaten Cilacap dari tanggal 15 Desember 2003 - 15 Januari 2004 yang berupa

pengumpulan data kecelakaan kerja dan wawancara terhadap pelaksana proyek

berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kerja maka didapat data sebagai benkut:

Nama Proyek

Lokasi Proyek

Pemilik Proyek

Pelaksana Proyek

Pennulaan Proyek

Nilai Proyek

Nilai Proyek s/dakhir penelitian

Luas bangunan

Rangka atap tennis indoor

Pondasi

: Proyek Pembangunan Sport Center

Kabupaten Cilacap

: Jl. Dr. Soetomo No. 51 Cilacap

: Pemerintah Daerali Kabupaten Cilacap

: PT. Sri Perdana

:23 April 2003

:±Rp. 3.800.000.000,00

:±Rp. 3.000.000.000,00

: ± 9.000 m2

:Pipabaja 0 3" dan 0 2"

: Foot plate

44
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Tabel 5.1 Daftar kepemilikan alat keselamatan kerja PT. Sri Perdam

No

1.

Nama alat keselamatan kerja Jumlah

Safety Belt
20 buah

Helm

i
25 buah

J.

1

Sarung tangan las 25 pasang

4. Pelindung telinga 35 pasang 1

5. Masker
40 buah

6. Sepatu boot 45 pasang

7. Wearpack
55 buah

8. Kacamata las
10 buah

9.

i

Safety Glasses j
|

~ -— . i_

45 buah

Alat - alat keselamatan kerja tersebut merupakan barang inventans

perusahaan yang telah digunakan dalam berbagai proyek pembangunan sebelumnya.

5.2 Analisis Data Terhadap Keseluruhan Kecelakaan Kerja yang Terjadi
Selama Pelaksanaan Pembangunan Proyek Sport Center

Kecelakaan kerja mulai terjadi pada saat pembangunan struktural dan sampai
tanggal 15 Januari 2004 (akhir penelitian) diperoleh data kecelakaan kerja sebanyak

18 kali. Data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan, kemudian dihitung biayanya
untuk tiap komponen data dan di dapat biaya untuk masing - masing komponen d,
antaranya adalah sebagai berikut:
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1. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), biaya transportasi dan

pengumsan kecelakaan kerja.

2. Biaya perawatan, pengobatan dan mmah sakit.

3. Biaya upah lembur untuk penanganan kecelakaan kerja.

4. Biaya pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja.

5. Biaya untuk waktu produksi yang hilang terdin dari :

a. Biaya waktu produksi yang hilang dan pekerjaan yang mengalami

kecelakaan kerja

b. Biaya waktu produksi yang hilang dan pekerjaan yang terhenti

karena pekerja lain memberi pertolongan kepada korban yang

mengalami kecelakaan kerja

c Biaya waktu produksi yang hilang dari pelaksana kaitannya

dengan kecelakaan kerja yang terjadi.

5.2.1 Biaya Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Biaya Transportasi
dan Pengurusan Kecelakaan Kerja

Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada penelitian mi

mencakup keselumhan biaya yang dipergunakan untuk pertolongan pertama pada

korban kecelakaan kerja. Biaya transportasi mencakup biaya angkut korban

kecelakaan kerja ke mmah sakit, biaya transportasi pengumsan kecelakaan kerja, dan
tranportasi perawatan lainnya. Biaya pengumsan kecelakaan kerja mencakup semua

biaya telekomumkasi untuk pengumsan korban kecelakaan kerja. Jumlah semua
biaya tersebut dapat dilihat pada tabel 5.2 :
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No Jenis Pertolongan Biaya (Rp)

1. Obat - obatan dan P 3 K (April 2003 s/d Rp. 375.000,00

November 2003)

2. Tranportasi pengumsan Bpk. Sugeng K Rp. 25.000,00

Transportasi pengurusan Bpk. Waluyo Anggi Rp. 25.000,00

4. | Transportasi pengurusan Bpk. Mujianto Rp. 40.000,00

5. Transportasi pengumsan Bpk. Sudin Rp. 40.000,00

6. Transportasi kecelakaan kecil (14 X) Rp. 30.000,00

!

Jumlah
Rp. 535.000,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah keselumhan biaya pertolong;
pada kecelakaan (P3K) biaya transportasi dan biaya pengumsan kecelakaan kerja
adalah Rp. 535.000,00.

5.2.2. Biaya Perawatan, Pengobatan dan Rumah Sakit

Biaya perawatan, pengobatan dan rumah sakit pada penelitian mencakup
keselumhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor untuk menangam korban
kecelakaan kerja selama masa perawatan, pengobatan dan rawat map di rumah sakit.

Dan data diperoleh 18 kejadian kecelakaan kerja dan dapat dilihat pada tabel 5.3 :

:an



48

Tabel 5.3. Biaya perawatan / pengobatan / rumah sakit

No. Klasifikasi sifat luka Frekuensi Biaya

1. Tergilas molen 1 Rp. 250.000,00

2. Terjatuh dan scaflolding 1 Rp. 1.500.000,00

3. Tertusuk paku
3 Rp. 150.000,00

4. Terkena cangkul 2 Rp. 100.000,00

5. Tergores besi tulangan 5 Rp. 125.000,00

6. Kecelakaan lalu Iintas saat akan berangkat 2 Rp. 220.900,00

kerja l

1

7. ! Tertimpa batu bata
1

3 JRp. 450.000,00
8. Terjatuh dari atap | 1 !Rp. 1.400.000,00 !

L

Jumlah 18 | Rp. 4.195.900,00 1
1 ...-. _ i

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa :

a. Luka dengan frekuensi terbanyak :tergores besi tulangan.

b. Luka dengan biaya tertmggi pertama :terjatuh dan scaffolding.
c. Luka dengan biaya tertinggi kedua :terjatuh dan atap.

5.2.3 Biaya Upah Lembur Untuk Penanganan Kecelakaan Kerja

Biaya upah lembur untuk penanganan kecelakaan kerja adalah semua biaya
upah lembur untuk para pelaksana yang menguras korban kecelakaan kerja. Jumlali
biaya upah lembur dapat dilihat pada tabel 5.4 :
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Tabel 5.4 Upah lembur pelaksana hubungannya dengan kecelakaan kerj;
No Jabatan 1 Uang lembur

I
j Lama Biaya lembur

i

| Per-jam (a)
i

1
j lembur Jam Rp (c = a x b)

1 1
I
i

j (b)
) 1. 1Koordmator pelaksana lap. j Rp. 14.000,00

t [

3 ! 42.000

12. [Pelaksana lap. (logistic )
1 1

Rp. 14.000,00
I

3 | 42.000

3. | Pelaksana lap
! Rp. 14.000,00

i
t

7 !
1 98.000

4. 1Stafpelaksana lap.
!

Rp. 14.000,00 | •1

i

154.000 |
5. !

I
Surveyor Rp. 14.000,00

i
i

11 |
i

154.000

Jumlah

. L
!
I
t

35 jam orang j 490.000

Berdasarkan tabel di atas diketaliui jumlali seluruh uang lembur untuk pelaksana yang
berkaitan dengan kecelakaan kerja sebesar Rp. 490.000,00

5.2.4 Biaya pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan Kerja

Pada tanggal 10 Mei 2003 pihak kontraktor proyek membayar premi asuransi

PT. Jamsostek sebesar Rp. 8.150.000,00 sebagai angsuran pertama, dimana
pembayaran di angsur maksimal 3kali. Sedangkan total yang haras dibayarkan
kepada PT. Jamsostek adalah Rp. 24.460.000,00.

5.2.5 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang

Biaya im meliputi :
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1. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja.

2. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dan pekerjaan yang terhenti

karena pekerja lam menolong korban kecelakaan kerja.

3. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dan pelaksana kaitannya dengan
kecelakaan yang terjadi.

5.2.5.1 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pekerja yang Mengalami
Kecelakaan Kerja

Perhitungan biaya untuk waktu produksi yang hilang dan pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja dimaksudkan untuk memudahkan penghitungan biaya
total dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Hasil pengolahan data dan pengumpulan data proyek tentang kecelakaan kerja
dapat di lihat dalam tabel 5.5. Dan tabel tersebut diketaliui bahwa nilai biaya total
kehilangan produksi yang hilang dapat dirapiahkan yaitu dengan mengahkan faktor
upah rata - rata per jam dengan waktu produksi yang hilang.

Contoh perhitungan waktu produksi yang hilang (jam orang):

Pada kasus kecelakaan kerja yang menimpa Bapak Mujianto (tukang kayu )
yang terjatuh dan atap dengan ketinggian 4,5 mBapak Mujianto tidak dapat bekerja

selama 8han maka perhitungan waktu produksi yang hilang dan Bapak Mujianto
adalali

1han kerja - 8jam kerja, maka waktu yang hilang adalah 8jam kerja x8hari
tidak dapat bekerja =64 jam orang
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Tabel 5.5. Nilai nominal untuk waktu produksi yang hilang dan pekerja yang

mengalami kecelakaan kerja

No Jenis i Jumlah Upah Rata - Waktu Produksi | Biaya ( Rp )

Pekerja j Pekerja rata Per jam

(a)

yang Hilang

(b)

( c = a x b )

1. Pekerja 6 orang 1875 88 jam orang 165.000

2. Tukang batu 2 orang 2200 48 jam orang 105.600

! 3. Tukang besi 6 orang 2500 154 jam orang 385.000

4. Tukang kayu 4 orang 2500 112 jam orang 280.000

Jumlah

—— i

18 orang 402 jam orang 935.000

Berdasarkan tabel di atas biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat waktu

produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah

Rp 935.000,00.

5.2.5.2 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pekerjaan yang Terhenti

Karena Pekerja Lain Menolong Korban Kecelakaan Kerja

Biaya ini mencakup kondisi dimana pekerja lam yang mempunyai lingkup

pekerjaan lam menolong korban kecelakaan kerja, mengatur proses produksi di

tempat pekerja yang terluka, dan mengganti posisi pekerjaan pekerja yang terluka.

Biaya dimunculkan dalam bentuk tabel, lihat tabel 5.6 :
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Tabel 5.6. Nilai nominal untuk waktu produksi yang hilang dan pekerja lain
menolong korban kecelakaan kerja.

No. Jenis Pekerja Jumlah Upah Rata- Waktu Produksi Biaya ( Rp)

j Pekerja rata Per jam yang Hilang

(b)

( c = a x b)

!

1. Pekerja 40 orang 1.875 95 jam orang 178.125

9 Tukang batu 15 orang 2.200 45 jam orang 99.000

J. Tukang besi 10 orang 2.500 25 jam orang 62.500

4. Tukang kayu 25 orang 2.500 28 jam orang 70.000

5. Tukang pipa 2 orang 2.100 2 jam orang
i

4.200

6. i Mandor

1
5 orang 4.000 5 jam orang 80.000

Jumlah 97 orang 200 jam orang 493.825

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak

kontraktor akibat waktu produksi yang hilang dan pekerjaan yang terhenti karena

pekerja lain menolong korban kecelakaan kerja adalah Rp. 493.825,00

5.2.5.3 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pelaksana Kaitannya
dengan Kecelakaan Kerja yang Terjadi

Biaya ini mencakup selurah biaya yang dikeluarkan pelaksana karena hams

menyelidiki penyebab kecelakaan kerja , pengumsan korban kecelakaan kerja untuk

mendapatkan santunan asuransi dan pihak PT. Jamsostek dan pengurusan perawatan

korban kecelakaan. Biaya - biaya tersebut dapat dilihat pada tabel 5.7.



53

Tabel 5.7. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pelaksana kaitannya dengan

kecelakaan kerja yang terjadi

1. Sopir

2. ! Mandor

Staf Pelksn. Lap.

Pelksn. Lapangan

Jumlah

Jumlah Upah Rata- Waktu Produksi

Pekerja

1

4

rata Per jam

(a)

3.000

4.000

3.375

4.850

yang Hilang

(b)

30 jam orang

28 jam orang

6 jam orang

3 jam orang

67 jam orang

Biaya ( Rp)

(c = a x b)

90.000

112.000

20.250

14.550

236.000

Berdasarkan tabel diatas diketahm bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak

kontraktor akibat waktu produksi yang hilang dari pelaksana hubungannya dengan

kecelakaan kerja yang terjadi adalah Rp.236.000,00

5.3 Perbandingan Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Biaya langsung adalah biaya yang langsung diketaliui ketika sebab kecelakaan

kerja terjadi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak teriihat (terselubung /

tersebunyi) pada waktu atau beberapa mktu setelaf kecelakaan terjadi. Dan hasil

penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa :
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Biaya Langsung = (biaya pertolongan pertama pada kecelakaan / biaya

transportasi / biaya pengumsan kecelakaan) + (biaya

perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit) + (biaya

upah lembur untuk pelaksana kaitannya dengan

kecelakaan kerja)

= 535.000 + 4.195.900 + 490.000

= Rp. 5.220.900,00

Jadi biaya langsung yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat terjadinya

kecelakaan kerja dan bulan April 2003 sampai dengan Januari 2004 adalah sebesar
Rp. 5.220.900,00

Biaya tidak langsung = (biaya untuk waktu produksi yang hilang akibat

pekerja yang mengalami kecelakaan kerja) +

(biaya waktu produksi yang hilang untuk

pekerjaan yang terhenti karena pekerja lain

menolong korban kecelakaan) + (biaya waktu

produksi yang hilang untuk pelaksana kaitannya

dengan kecelakaan kerja yang terjadi)

= 935.000 + 493.825 + 236.000

= Rp. 1.664.825,00

Jadi biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat terjadinya

kecelakaan kerja dan bulan April 2003 sampai dengan Januan 2004 adalah sebesar
Rp. 1.664.825,00
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Perbandingan biaya langsung dengan biaya tidak langsung adalah :

5.220.900 = 3,1360
1.664.825 j

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan

terhadap biaya langsung dan biaya tidak langsung, seperti yang dilakukan oleh

Inspektorat Pabnk Pemerintah ( Her Majesty's Factory Inspectoral atau HMFI ) di

Inggris, bahwa rasio antara biaya langsung dan biaya tidak langsung kira - kira 1:3.

Kemudian dan Departemen Kesehatan dan Keamanan Sosial (Departement ofHeath

and Social Security atau DHSS) di Inggris adalah 1 : 2. Sedangkan oleh Heinrich

tahun 1959 menghitung rasio sebesar 1 : 4, dan De Reamer tahun 1980

mengungkapkan baliwa besarnya rasio itu bervariasi antara 1 : 2,3 sampai 1 : 101

(International Labour Office, Geneva 1989).

Penelitian yang dilakukan mi membenkan hasil, perbandingan antara biaya

langsung dengan biaya tidak langsung adalah 3,1360 : 1. Hal mi disebabkan oleh

sistem pelaporan yang hanya mencacat kecelakaan - kecelakaan berat saja,

sedangkan untuk kecelakaan - kecelakaan kecil yang jumlahnya mungkin cukup

banyak dan mengakibatkan hilangnya waktu produksi yang cukup banyak pula, hanya

sebagian yang dilaporkan atau ditulis dalam buku hanan proyek.

5.4 Total Biaya Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketaliui besarnya biaya total yang

hams dikeluarkan oleh pihak kontraktor untuk menangam kecelakaan kerja, yaitu

jumlah antara biaya langsung dan biaya tidak langsung.
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Total biaya kerugian kecelakaan kerja =Biaya langsung +Biaya tidak langsung

= Rp. 5.220.900,00 + Rp. 1.664.825,00

= Rp. 6.885.725,00

Jadi keselumhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat adanya
kecelakaan kerja adalah Rp. 6.885.725,00

Pada saat akhir penelitian yaitu pada bulan Januari 2004 nilai proyek sudah

mencapai Rp. +3.000.000.000,00. Maka jika keselumhan biaya yang dikeluarkan

oleh pihak kontraktor akibat terjadinya kecelakaan kerja diprosentasekan, hasilnya
adalah sebagai berikut:

6.885.725
x 100 % = 0 2295 %3.000.000.000 »^*:> ,o

Jika dilihat dan prosentase nilai proyek, maka biaya kemgian akibat

kecelakaan kerja ini memang kelihatan kecil jumlahnya (0,2295 %), dan jika dilihat

dan jumlah nominal rapiah biaya keragian akibat kecelakaan kerja mi jumlahnya
relativ keel yaitu sebesar Rp. 6.885.725,00. Apalagi mengingat jumlah kecelakaan

yang terjadi hanya 18 kali kejadian kecelakaaan kerja dan gedung tersebut adalah

bukan bangunan bertingkat.

5.5 Analisis Biaya Akibat Kecelakaan Kerja

Dan hasil penghitungan seluruh biaya kerugian akibat kecelakaan kerja dapat

diketaliui bahwa total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja adalah jumlah dan

biaya langsung akibat kecelakaan kerja dan biaya tidak langsung akibat kecelakaan

kerja. Nilai dan biaya - biaya tersebut adalah :
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a. Total biaya kemgian akibat kecelakaan kerja =Rp. 6.885.725,00

b. Biaya langsung =Rp 5.220.900,00

c Biaya tidak langsung = Rp ].664.825.00

Maka prosentase biaya langsung akibat kecelakaan kerja dan selurah total biaya

kemgian akibatkecelakaan kerja adalah sebesar :

5.220.900
— x 100 % = 75,822 %
6.885.725

Sedangkan prosentase biaya tidak langsung akibat adanya kecelakaan kerja dan

seluruh total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja adalah sebesar :

1.664.825
^5^rl°0%-24,178%

Jadi keselumhan biaya akibat kecelakaan kerja, biaya langsung mempakan

pengeluaran biaya palmg besar (75,822 %) dibandmgkan dengan biaya tidak
langsung (24,178 %)

Seperti yang telah dijelaskan di atas baliwa biaya langsung meliputi biaya

P3K / transportasi / pengumsan kecelakaan kerja, biaya perawatan / pengobatan /

biaya mmah sakit, biaya upah lembur untuk pelaksana kaitannya dengan kecelakaan
kerja. Nilai dari biaya - biaya tersebut adalah :

a. Biaya P3K / transportasi / pengurusan kecelakaan ;Rp. 535.000 00

b. Biaya perawatan /pengobatan /biaya ramah sakit :Rp. 4.195.900,00

c. Biaya upah lembur pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja

: Rp 490.000,00
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Dan ketiga biaya tersebut didapat baliwa biaya terbesar adalah biaya

perawatan / pengobatan / biaya ramah sakit yaitu sebesar Rp. 4.195.900,00 atau jika

diprosentasekan sebesar 80, 5293% dari keselumhan biaya langsung.

5.6 Peranan PT. Jamsostek yang Berkaitan dengan Kecelakaan Kerja

Dalam hal penanganan kecelakaan kerja PT. Jamsostek memiliki beberapa

peranan penting di antaranya adalah memberikan perlindungan dasar bagi tenaga

kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resiko

- resiko yang timbul dalam hubungan kerja. Yang di maksud dengan perlindungan

dasar adalah perlindungan secukupnya yang dapat menjangkau seluruh lapisan tenaga

kerja. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan Jamsostek beriaku pnnsip gotong

royong yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, dan yang

berpenghasilan tinggi membantu mereka yang berpenghasilan rendah.

Manfaat dari program Jamsostek tersebut adalah :

a. Bagi perasahaan

Terciptanya rasa aman dan ketenangan kerja. Kondisi mi pada gilirannya

akan meningkatkan produktivitas perasahaan. Beralihnya tanggungjawab

pengusalia atas kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kerja
kepada PT. Jamsostek (Persero).

b. Bagi tenaga kerja

Perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berapa uang

sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang

dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
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tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, han tua dan

meninggal dunia.



BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Penyebab Kecelakaan

Berdasarkan daftar pertanyaan yang telah diajukan maka penyebab

kecelakaan dari 18 kali kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek

Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap adalah dikarenakan akibat

tindakan yang tidak aman (Unsafe Human Act) dan kecelakaan dikarenakan

kondisi yang tidak aman (Unsafe Condition).

6.1.1 Kriteria Tindakan Tidak Aman ( Unsafe Human Act) Dan Kondisi

Tidak Aman ( Unsafe Condition)

Unsafe Human Activity adalah kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh

kelalaian pekerja dalam melakukan pekerjaannya, sebagai contoh dalam

pembangunan Proyek Sport Center Kabupaten Cilacap adalah kasus kecelakaan

pada tabel 6.1 tentang penyebab kecelakaan akibat tidakan tidak aman ( Unsafe

Human Act).

Unsafe Condition adalah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kondisi

lingkungan proyek kurang diperhatikan keamanannya oleh para pekerja, sebagai

contoh adalah kasus kecelakaan pada tabel 6.2 tentang penyebab kecelakaan

akibat kondisi yang tidak aman (Unsafe Condition ).

Berikut tabel 6.1 dan 6.2 kriteria kecelakaan tersebut:
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Tabel 6.1. Penyebab kecelakaan akibat tindakan yang tidak aman (Unsafe Human

Activity)

No.
— •

Jenis Kecelakaan Frekuensi Biaya

1. Tertusuk paku 3 Rp. 150.000,00

2. Tergilas molen 1 Rp. 250.000,00

3. Tergores besi tulangan 5 Rp. 125.000,00

4. Terkena cangkul 2 Rp. 100.000,00

5. Kecelakaan lalu lintas saat akan

berangkat menuju tempat kerja

(proyek)

2 Rp. 220.900,00

6. Terjatuh dari atap 1 Rp. 1.400.000,00

7. Tertimpa batu bata ^

j Rp. 450.000,00

Jumlah 17 Rp. 2.695.900,00

Tabel 6.2. Penyebab kecelakaan akibat kondisi yang tidak aman (Unsafe

Condition)

No. Jenis Kecelakaan Frekuensi Biaya

1. Terjatuh dari scafolding 1 Rp. 1.500.000,00

Jumlah 1 Rp. 1.500.000,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa
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a. Penyebab kecelakan yang disebabkan oleh tindakan yang tidak aman

(Unsafe Human Activity) atau faktor manusia itu sendiri sebanyak 17

kali kejadian kecelakaan kerja atau sebesar 94,44 % dengan biaya

penanganan kecelakaan kerja Rp. 2.695.900,00.

b. Penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak aman

(Unsafe Condition) atau faktor diluar manusia sebanyak I kali

kejadian kecelakaan kerja atau sebasar 5,56 % dengan biaya

penanganan kecelakaan kerja Rp. 1.500.000,00

6.1.2 Penyebab Kecelakaan Kerja Dengan Biaya Terbesar

Kecelakaan yang menyebabkan tulang iga retak terjadi pada korban yang

bernama Bapak Sudin yang berstatus sebagai tukang besi. Korban hams

beristirahat selama 2 minggu (12 hari). Kecelakaan kerja terjadi dikarenakan

pemasangan Hem scaffolding yang kurang tepat dan kondisi scaffolding yang

sudah tidak layak untuk dipergunakan. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak

kontraktor untuk menangani kecelakaan korban adalah Rp. 1.500.000,00. Karena

korban tidak dapat bekerja selama 12 hari maka biaya untuk tunjangan Sementara

Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah sebesar Rp. 17.500,00 x 12 hari = Rp.

210.000,00.

6.1.3 Penyebab Kecelakaan Kerja Dengan Frekuensi Tertinggi

Dari penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan tertinggi yang terjadi

yaitu tergores besi tulangan, didapatkan fakta bahwa kecelakaan terjadi karena

tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja sendiri, di antaranya adalah :
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a. Sikap menyepelekan keselamatannya sendiri dengan tidak memakai

alat perlengkapan keselamatan kerja walaupun sudah disediakan oleh

pihak kontraktor.

b. Tidak serius dalam melaksanakan pekerjaan seperti bercanda, ngobrol

dan malas-malasan.

c. Tidak hati-hati dan ceroboh dalam melaksanakan pekerjaan.

d. Kurang konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan

karena lelah dan tergesa-gesa.

6.2 Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Hubungannya Dengan Pelimpahan

Pekerjaan

Pembangunan Sport Center di Kabupaten Cilacap dikerjakan oleh PT. Sri

Perdana. Sport Center Kabupaten Cilacap terdiri atas beberapa bangunan, di

antaranya tenis indoor, lapangan basket, lapangan bola voli, jogging track, kantin,

fitness center dan patung olah raga. Dalam pengerjaannya ada sebagian bangunan

yang dikerjakan oleh beberapa sub-kontraktor (bass borong). Setiap bass borong

bertanggung jawab atas pekerjaannya masing - masing. Tanggung jawab tersebut

meliputi seluruh pekerjaan yang diborongkan, upah para pekerja, maupun

keselamatan dan kesehatan para pekerja. Jadi sebenarnya jika terjadi kecelakaan

pada pekerjaan yang mereka kerjakan maka seharusnya menjadi tanggung jawab

penuh bagi bass borong tersebut. Namun pada kenyataannya setiap terjadi

kecelakan kerja bass borong tidak dapat berbuat banyak dalam menangani

kecelakaaan tersebut. Bass borong tidak dapat menanggung biayapengobatan dan

biaya perawatan para pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Karena rasa
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kemanusiaan, akhirnya pihak pelaksana yang tumn tangan. Biaya pengobatan dan

perawatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja akhirnya menjadi

tanggug jawab pihak kontraktor, tetapi biaya tersebut diganti oleh PT. Jamsostek.

Pada saat tenaga kerja untuk sementara waktu tidak mampu bekerja karena

mengalami kecelakaan kerja, seharusnya pihak bass borong tetap memberikan

upah kepada tenaga kerja tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemenntah

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bab IV Pasal 12 Ayat 2 yang menyebutkan

"Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100 %x

upah sebulan, 4 bulan kedua 75 %x upah sebulan dan seterusnya 50 %xupah

sebulan".

Berdasarkan fakta tersebut seharusnya pihak kontraktor atau pihak

pemberi kerja mengambil tindakan yang tegas terhadap bass borong yang tidak

bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerjanya. Bass borong yang tidak

bertanggung jawab seharusnya diberi penngatan. Jika sudah dipenngatkan namun

keselamatan pekerjanya masih diabaikan, seharusnya diambil tindakan tegas

dengan cara mengganti bass borong tersebut dengan bass borong yang bam yang

lebih bertanggung jawab terhadap limpahan pekerjaan dan keselamatan tenaga

kerjanya.

Kurang tegasnya pihak kontraktor pada bass borong dapat berakibat fatal

bagi pihak kontraktor sendiri. Jika banyaknya angka kecelakaan di proyek mi

diketahui oleh pihak pengawas keselamatan kerja, dalam hal ini adalah

Departemen Tenaga Kerja maka tentunya pihak kontraktor juga akan
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mendapatkan sanksi yang dapat berupa peringatan - peringatan sampai pada

diajukan ke pengadilan.

6.3 Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Hubungannya Dengan L'ndang-

llndang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Jika ditinjau dari Undang-Undang adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di proyek, yang menyebabkan

kurangnya perhatian akan keselamatan kerja.

b. Kurang mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang keselamatan

dan kesehatan kerja, sehingga banyak pekerja yang pada saat

melakukan pekerjaannya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak

aman bagi dirinya sendiri.

c. Kurang menyadari / menaati semua petunjuk di proyek tentang

keselamatan kerja pada saat memasuki tempat kerja / proyek.

d. Tidak adanya tim pengawas keselamatan dan kesehatan kerja di

proyek, sehinga sermg terjadi pelanggaran terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja.

e. Operator mesin / alat-alat bangunan kurang mengetahui cara

pengoperasian peralatan - peralatan tersebut.

f. Penyimpanan alat-alat tajam dan bahan-bahan berbahaya yang tidak

pada tempatnya sehingga membahayakan pekerja dan lingkungan

kerjanya.
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Untuk pelatihan K3 pada industri konstmksi di mana para pekerjanya bisa

sewaktu - waktu ganti dan lokasi proyek yang berbeda - beda, sehinga dalam

pelatihan K3 pada industri konstmksi sangat di perlukan bagi para pekerja yang

bam masuk, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di

proyek. Berbeda dengan industri manufaktur dimana para pekerjanya relatif tetap

dan lokasi pekerjaannya tidak berubah, sehinga pelatihan cukup dilakukan sekali

di satu lokasi tempat kerja.

6.4 Pengendalian Kerugian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Keja

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sejak proyek

berjalan mulai dari bulan April 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 telah

terjadi 18 kecelakaan kerja dan pihak kontraktor telah mengeluarkan dana sebesar

Rp. 6.885.725,00 untuk menangani 18 kecelakaan tersebut. Sehingga pihak

kontraktor telah menderita kemgian sebanyak jumlah tesebut yang diakibatkan

oleh kecelakaan itu. Sedangkan proyek masih harus diselesaikan. Oleh sebab itu

diusahakan agar kecelakaan kerja yang telah terjadi tidak terulang lagi pada sisa

waktu pelaksanaan proyek. Maka perlu diadakan pencegahan semaksimal

mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang pernah terjadi seminimal

mungkin dan kalau bisa dihilangkan.

Dalam pembuatan RAB pada proyek pembangunan Sport Center

Kabupaten Cilacap tidak di cantumkan anggaran biaya pembayaran premi

asuransinya, di karenakan biaya premi asuransi mrupakan biaya tidak eklusif.

Sehingga yang menanggung semua biaya premi asuransi adalah pihak pemilik

proyek yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
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Maka pengendalian kerugian biaya akibat kecelakaan kerja dalam proyek

pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacapdilakukan dengan cara :

1. Menekan kemgian dengan mengurus klaim asuransi ke PT. Jaminan

Sosial Tenaga Kerja. Jika Asuransi dari PT. Jamsostek diums maka

semua kecelakaan setelah tanggal 10 Mei 2003 akan mendapatkan

penggantian. Total dari penggantian kecelakaan yang telah diurus oleh

PT. Sri Perdana adalah :

Rp. 141.000,00 (Sugeng) + Rp. 1.538.200,00 (Mujianto) +

Rp. 219.000,00 ( Waluyo Anggi) = Rp. 1.898.200,00.

Maka dana asuransi yang belum dicairkan oleh pihak PT. Jamsostek

yang dikarenakan masih dalam proses pengumsanadalah sebesar :

Rp. 6.885.725,00 - Rp. 1.898.200,00 = Rp. 4.987.525,00

2. Mancegah kerugian lebih besar dengan cara mencegah terjadinya

kecelakaanyang akan terjadi dengancara :

a. Mengosongkan lokasi dibawah pembongkaran bekistmg dan

sediakan area yang aman untuk menampung jatuhnya bekisting.

b. Menyediakan helm pengaman untuk para pekerja yang bekerja

dibawah tempat pekerjaan pebongkaran scaffolding..

c. Menyediakan sabuk dan helm pengaman untuk para pekerja yang

sedang memasang kuda-kuda besi untuk rangka atap.

d. Memasang peringatan / tanda bahaya ditempat-tempat yang pernah

terjadinya kecelakaan kerja untuk mencegah terulangnya

kecelakaan serupa.
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e. Memberikan sanksi tegas kepada bass borong yang tidak

bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

berupa peringatan agar lebih memperhatikan keselamatan kerja

para pekerjanya dan sampai padapemutusan hubunga kerja.

f. Mengintruksikan kepada bass borong untuk memperketat

pengawasan terhadap keselamatan para pekerjanya jika tidak ingin

mendapat sanksi yang keras atau pemutusan hubungan kerja.

g. Menerapkan Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) pada proyek.

h. Mengadakan pelatihan kepada para pegawai tetap sebelum masuk

proyek yaitu bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan

mengutamakan keselamatan kerja.

i. Mengadakan pengarahan kepada para pekerja secara konsisten

pada kesempatan agar mempunyai kesadaran sikap bekerja secara

aman dan selamat.

j Membentuk tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan

atau Undang-undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

dalam proyek.

6.5 Estimasi Biaya Kecelakaan Kerja

Supaya biaya-biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tidak menjadi

penyebab kemgian yang teriau besar bagi sebuah proyek, maka biaya kecelakaan

kerja tersebut hams dimasukkan kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jadi



69

jika suatu kecelakaan terjadi, biaya untuk menangani kecelakaan tersebut sudah

dianggarkan.

Salah satu cara untuk menghitung besar biaya kecelakaan yang akan

dimasukkan dalam RAB sebuah proyek, yaitu dengan cara seperti dalam

pembayaran premi Jamsostek yang diadakan oleh PT. Jamsostek. Berdasarkan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep - 196 / Men / 1999 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosisl Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja

Hanan Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor

Konstruksi, Bab III, Besar dan Tata Cara Pembayaran Iuran, pasal 10. Untuk

proyek konstmksi yang bernilai kontrak lebih dan Rp. 1.000.000.000,00 dan

kurang dan Rp. 5.000.000.000,00 maka mmus pembayaran iurannya adalah :

( 0,24% x nilai kontrak ) +( 0,19% x ( nilai kontrak - Rp. 100.000.000,00 ))

+ ( 0,15% x ( nilai kontrak - Rp. 500.000.000,00 )) + ( 0,12% x ( nilai

kontrak- Rp. 1.000.000.000,00))

Pada Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap yang nilai kontraknya

adalah Rp. 3.800.000.000,00 maka premi asuransi yang harus dibayarkan adalah :

( 0,24% x Rp. 3.800.000.000,00 ) + ( 0,19% x ( Rp. 3.800.000.000,00 - Rp.

100.000.000,00 )) +( 0,15% x ( Rp. 3.800.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00)) +

( 0,12% x ( Rp. 3.800.000.000,00 - Rp. 1.000.000.000,00 )= Rp. 24.460.000,00

6.6 Perbandingan Kecelakaan Kerja Dengan Penggunaan Program

Jamsostek

Dari contoh perhitungan di atas, jika proyek pembangunan Sport Center di

Kabupaten Cilacap dimasukkan dalam program Jamsostek yang diselenggarakan
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oleh PT. Jamsostek maka premi yang hams dibayarkan menurut perhitungan

diatas adalah sabesar Rp. 24.460.000,00. Pelaksanaan Pembangunan Sport Center

Kabupaten Cilacap direncanakan selesai pada 31 Maret 2004.

Sedangkan total biaya kemgian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja

yang telah dikeluarkan oleh Proyek Pembangunan Gedung Sport Center

Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 6.885.725,00. Jika dibandmgkan dengan

pembayaran premi asuransi yang hams dibayarkan untuk program Jamsostek,

maka kemgian sebesar Rp. 6.885.725,00 masih dapat dikatakan relatif kecil.

Maka apabila Proyek Pembangunan Gedung Sport Center Kabupaten Cilacap

dimasukkan dalam program Jamsostek, maka biaya penggantian dan PT.

Jamsostek adalah sebagai berikut:

1. Korban jatuh dari atap dengan ketinggian 4,5m, dengan data sebagai

berikut:

- Nama : Mujianto

- Jenis pekerjaan / jabatan : Tukang Kayu

-Upah :Rp. 17.500,00/hari

Biaya yang telah dibayarkan oleh perasahaan :

a. Biaya pengangkutan korban (darat): Rp. 40.000,00

b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit: Rp. 1.358.200,00

c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :

100% x 8 hari x Rp 17.500,00 = Rp. 140.000,00

Jadi biaya keselumhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya

perawatan dan tunjangan atas nama Mujianto adalah :
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Rp. 40.000,00 + Rp. 1.358.200,00 + Rp. 140.000,00 = Rp. 1.538.200,00

2. Korban kecelakaan lalulintas saat berangkat kerja , dengan data sebagai

berikut:

- Nama = Waluyo Anggi

- Jenis pekerjaan / jabatan = Tukang Batu

-Upah =Rp. 15.000,00/han

Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :

a. Biaya pengankutan korban (darat): Rp. 25.000,00

b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit: Rp.149.000,00

c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :

100% x 3 han x Rp 15.000,00 = Rp. 45.000,00

Jadi biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perasahaan untuk biaya

perawatan dan tunjangan atas nama Waluyo Anggi adalah :

Rp. 25.000,00 + Rp. 149.000,00 + Rp. 45.000,00 = Rp. 219.000,00

3. Korban kecelakaan lalulmtas saat berangkat kerja, dengan data sebagai

berikut:

- Nama = Sugeng

- Jenis pekerjaan /jabatan = Tukang Batu

-Upah = Rp. 15.000,00/hari

Biaya yang telah dibayarkan oleh perasahaan :

a. Biaya pengankutan korban (darat): Rp. 25.000,00

b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit: Rp.71.000,00

c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :
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100% x 3 hari xRp 15.000,00 = Rp. 45.000,00

Jadi biaya keselumhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya

perawatan dan tunjangan atas nama Waluyo Anggi adalah :

Rp. 25.000,00 + Rp. 71.000,00 + Rp. 45.000,00 = Rp. 141.000,00

4. Biaya untuk santunan kecelakaan kerja sebanyak 15 kali yang pada saat

melakukan penelitian yang santunannya masih sedang diums sampai

bulan Januari 2004 adalah sebanyak Rp. 4.987.525,00

Jadi total santunan yang diberikan oleh PT. Jamsostek kepada PT. Sri

P&irdana sebesar:

= Rp. 1.538.200,00 + Rp. 219.000,00 + Rp 141.000,00 + Rp. 4.987.525,00

= Rp. 6.885.725,00

Jadi jika santunan yang diperoleh dari program Jamsostek adalah sebesar

Rp. 6.885.725,00 maka total kemgian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja

sebesar Rp. 6.885.725,00 dapat diatasi.

Dari kenyataan diatas, PT Sri Perdana sangat dirugikan karena pembayaran

premi asuransi kecelakaan kerja adalah Rp. 24.460.000,00 dan biaya untuk

penggantian karena adanya kecelakaan kerja adalah Rp. 6.885.725,00. Data

pembayaran premi asuransi dari PT. Sri Perdana ke PT. Jamsostek tidak dapat

diketahui dikarenakan rahasia pembukuan perusahaan. Dilihat dari kenyataannya

nilai nominal dari kecelakaan kerja yang terjadi relatif kecil yaitu sebesar Rp.

6.885.725,00 dibandingkan dengan nilai proyek yaitu sebesar Rp.

3.800.000.000,00 tetapi nyawa, keselamatan dan kesehatan seseorang mempakan
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hal yang patut untuk dihargai, dan terjadinya kecelakaan tidak dapat diduga. Bisa

saja kecelakaan terjadi lebih besar dari jumlah premi yang hams dibayarkan.

Sebenarnya kecelakaan sangat dapat dicegah dikarenakan alat - alat

keselamatan kerja yang dimiliki oleh PT. Sri Perdana sangat lengkap dan

jumlahnya sangat mencukupi, tetapi dikarenakan kurang disiplinnya para pekerja

yang kurang sadar akan arti pentingnyamenggunakan alat - alat keselamatankerja

dan malas menggunakannya dengan alasan kurang praktis dan tidak terbiasa.

Dari awal dimulainya proyek yaitu bulan April 2003 sampai dengan

penelitian dilakukan yaitu bulan Januari 2004 telah terjadi 18 kali kecelakaan.

Kejadian kecelakan kerja paling sering terjadi adalah pada bulan Oktober sampai

dengan bulan Desember, menurut wawancara yang dilakukan dengan pimpinan

proyek hal tersebut dikarenakan banyaknya pekerjaan yang hams di lembur.

Setelah bulan Desember kecelakaan kerja semakin jarang terjadi dan hampir tidak

pernah terjadi kecelakaan kerja.

Dalam kenyataannya proyek konstruksi jalan dengan resiko terjadi

kecelakaan lebih kecil di bandingkan dengan proyek konstmksi gedung akan

sangat dirugikan apabila di ikutkan program Jamsostek di mana pembayaran

preminya berdasarkan pada nilai kontrak pembangunan proyek.



BAB VII

KESIMPl LAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa :

a. Total kerugian yang mendapatkan penggantian oleh pihak asuransi PT.

Jamsostek adalah sebesar Rp. 6.885.725,00.

b. Untuk mengatasi kerugian perusahaan yang diakibatkan adanya

kecelakaan kerja, maka perlu diikut sertakan ke dalam program

Jamsostek. Sedangkan untuk mencegah kecelakaan yang akan terjadi

perlu diadakan pendisiplinan kepada para pekerja dan

mensosialisasikan peraturan perundang - undangan pemerintah No. 1

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

c. Perbandingan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung pada

penelitian yang di lakukan adalah sebesar 3,1360 : 1.

d. Penyebab kecelakaan kerja yang paling sering terjadi dalam proyek

Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap adalah tindakan

manusia sendiri (Unsafe Human Activity), sebanyak 94,44 % atau 17

kali kejadian kecelakaan kerja dan menghabiskan biaya sebesar Rp.

2.695.900,00. Sedangkan untuk penyebab kecelakaan yang diakibatkan

oleh kondisi yang tidak aman {Unsafe Condition), sebanyak 5,56 %,

74
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atau 1 kali kejadian kecelakaan kerja dan menghabiskan biaya

sebanyak Rp 1.500.000,00.

e. Dalam penelitian yang dilakukan pada proyek Pembangunan Sport

Center Kabupaten Cilacap pihak kontraktor mengalami kerugian

setelah mengikuti program Jamsostek dikarenakan biaya kecelakaan

yang terjadi lebih kecil dari pembayaran premi asuransi kepada PT.

Jamsostek.

7.2 Saran

a. Agar tidak timbul kerugian akibat kecelakaan kerja, maka estimasi

biaya kecelakaan kerja perlu dimasukkan RAB ( rencana anggaran

biaya).

b. Perlu ditegakkan pendisiplinan kepada para pekerja lapangan yang

lalai untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja yang telah

disediakan oleh pihak pelaksana proyek.

c. Pemilihan program asuransi yang tepat untuk menangani kecelakaan

kerja yang akan terjadi, sesuai dengan nilai proyek dan bentuk

bangunan dari proyek tersebut.

d. Dilakukan penelitian tentang kapan mulai terjadinya saat rawan

kecelakaan pada saat pelaksanaan sebuah proyek konstruksi.
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KARTU PESERTA TUGAS AKHIR

NO. NAMA NO. MHS. BID.STUDI

Dwi Purnomo 98 511 191 Teknik Sipil
Eko Arif Budianto 98 511 053 T,feknik Sipil

JUDUL TUGAS AKHIR :

80

'PeiYgehUariaWSfaya'WOyeR'akl^
•di *cH aca p

PERIODE II : DESEMBER - MEI

TAHUN : 2003- 2004

No. Kegiatan Bulan Ke :

Des. Jan. Peb. Mar. Apr. IMei.

1. Pendaftaran

2. Penentuan Dosen Pembimbing
3. Pembuatan Proposal X
4. Seminar Proposal
5. Konsultasi Penvusunan TA.

-^-H Sidang-Sidang
^^m

7. Pendadaran.

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Catatan.

Seminar

Sidang
Pendadaran

fu_tj _Surn_a rnj ngsih.j r_, H|.^IS/n

Yogyakarta,..~.~ Desember 200.-
a.n. Dekan,

.&M}; Munkdhir,MT



Biaya perawatan / pengobatan / Ruamah sakit

Klasifikasi Sifat Luka

l7Hil k:l' \C'f\ tl, i XT .'. IM;

PC'Vpfi '1 /

f v -lOn^'f.""'

( i • MS li'

,-}(..-,rr1,!' .''f -(V\:

•(.if ;-i, •f llr I" n,y,'

Jumlah

Frekuensi Biaya (Rp)
(banvaknya)

\ "! j'v fv c

! •V 1 . '•.> f. •• v. ' '. V. '

;* \ '
T; >' '•"' ' '" ( '"'

-7 /f1c'"",ri

/T'" C<

! *. fitf ^

Cilacap, ,/Vs>;4
Mengelahui Pimpinan I'Voyck

ioHU^-F ")



Daftar kecelakaan kerja di proyek

Nama Umur

f-< kM h ^

l^loyo An$T ..;£

G-!9<?t\9 ^- j u

Jabatan

H"' i"'-'' ( >\'-

\\;'•••:••• i'

Jems | Penyebab
Kecelakaan i Kecelakaan

^"N V

1.1- '-

ToV-riDQ li-iil;-

IO'V'CHly k'.'iU'

klf

;<Ji- r tk< !<HrMh

^brn'^'H k (fit

C. iiacap, ,..nAi4

Mengetahui Pimpinan '-"royek

-mH^"

(_ u) [Ia



Tabel Biaya Pertolongan pertama pada kecelakaan /trasportasi/pcngurusan

Jenis Pertolongan

/<1<..\KiAC

• Arc<fT\ pcr\of

' [kii inn h knk; \ t p<r lX•« ft fc ,-,-j c,(-^

- SankmrtA | l\_Aoi\ K"k' k''W'rjfv,

- \ r<rmSj7(ii'"io s.i

- U fn Q

. <f .i.-v<-l .

Karl . l7"k''0 jy ii(Y~

ytiin'C.c7s7f?k ) V ''in k

la--,- ( i\<ao ko.-jc.j

•r, k

')dw\ scA\ c'K

Biaya (RpJ

?•'-, <:' <" ;'

kknecUiluu I anpinan k: ;>\ ok

GF.N



Daftar kepemilikan alat keselamatan kerja

Nama Alat

CK U-

klCkkiVi <5fc(' ( f/Ti-i\j -|c>i\'),-w\ |ru. )

'•k(V''•"() n

- 'vipnhj tcc-ts (V j<?u\ \ he 0k;

- W^ir pn<rk

y c no \CWV0

lumlah

'v? ''"

uv

•c.tr

Cilacap. .2004
Mengetahui Pimpinan Proyek

ClM^VKTOVITACTyV-

/ UjlUAKp)



Upah Lembur Pelaksana Hubungannya dengan Kecelakaan Kerja

Jabatan

Look1,o.ohr pkk. Leip

jkJ k"i|-Sftl'Vcl Iqp

Cor\ji?y)cr-

Jumlah

Uang lembur
periam _

kp iLj Coc

Vf. \q.cco

'\ip. iq.cc.cj

I2?- Coo

Lama lembur

(jam)

A i^iirt.

4. 1 <-''•• '"H

m.<o, /k \a

i'"'. 7k jOim

VO/s jam

Biaya
lembur

Mi „ - „

L(2 . On<(l,

vw sco

Ike -;^o

Kx CC:^

Cilacap, .20(4
Mengetahui Pimpinan :'ro\ok

^"l ~> i^T,'? r^^.^*™.

nr^rr' \\\\fMMAM''' >



Biaya untuk waktu produksi yang hilang dan pelaksanaan kaitannya dengan kecelakaan
yang terjadi

Jenis Pekarjaan

S op x .

Handcf.

^H p<?lk Lip-

/*Kk • \:Q<:,OP.<)rti\ ,

C,L) • ^^t',nrjf.,A

Pelt^f* . Up.

Jumlah

Jumlah

pekerja

H

Upah rata - rata
perjam

Vp 3<^°

(ip 14 coo

Pik k?k?

VP .0 ••'•-/•

Waktu produksi ! Biava
yanti hilanu

1^ )<-iii o.^mci go ''"'C-'

join c.-r.rv/ : oe . ?'•

:n-o/«/ : to /'• c

.2, 3,.:^ rrarrj |i-( ;\k-0

Cikieap, ,2u(k+
Mengetahui Pimpinan Proyek

LLOl^k-?)-



Nilai Nominal untuk waktu produks, yang hilang dan pekerja lam vang menolo.u* korban
kecelakaan kerja " "

Jenis Pekarjaan

"LL^ L,im

'juV-Wiw ^-«yu -

^kjkcuvj hipn,

Jumlah

Jumlah

_p_ekerja_

Ip erau>J

IS cr?i"xj

-)<s 6fanj

N crartj

Upah rata - rata
perjam

i. m

9.XO)

Q . kik;

9 . kkD

Waktu produksi j Biaya
\yang hilang ;
k y^ircy j yji m j

7s -jfliv. ...r^iy I £k kre

2C )"ri»T C'CO''^ \ ft • L":(-'C'

0 ;ia,'i ^•rc\<ijj u..;. 'k

^ kkd

e iici'.iip. .......

Mengetahui Pimpinan i'ro\ek

*£?A.:p- <*

tljiW'
K K

;.wi^.p;



Nilai Nominal Untuk waktu Produksi yang Hilang dari Pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja

Jenis Pekarjaan

VWroa,

1kV<at^ lodk

lok^ty k-tK> •

Jumlah

Jumlah

pekerja

p. oraltd

feorand

4 on-.n^

Upah rata - rata
jperjarn_

Waktu produksi
yang hilang

Biava

k{>. .'IcXn-ic.Tmcy ' /ok, • k^

Pk( -i amoro'i ><y k^k . 'jfXT;

lil -)a.n ti-mty | kk -.f-.rA

iOHU!

CF.M

^\\



Penyebab kecelakaan akibat kondisi tidak amain

Jenis kecelakaan Frekwen si Biava

^f'Lvipn Lr.k

't^-pluU ,-ian atop
kco | |k c^C-icy

l.'-C-tl ?T(

Jumlah

<-.<c/n

V? i • I,' *k. OCC

'!•..<_•• . ^ CT'

Mengetalmi Pimpinan Pro\'ek

U.A
k "1

yikkvjk)



Penyebab kecelakaan akibat tindakan yang tidak amain

Jenis kecelakaan
Akfu-'kik. prih;

'k n c/

Jumlah

•rekwcnsi kiava

k ^ -o t£-,. <?.oc

K> Ikkkr

I n L I r"0 ^
c n

(V • .^^ <?'"0

kuacap. ,2004

Mcngcialuii Pimpinan Provck

LAaJIUtj ,v< .)
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^W/A Jamsostek
^iA* PT Jamaw Sosul Tenaga Keqa (Pmero)

Wajib dila/jo/kiin Unliur. . x s-l .;.;-,/
selelah lonai linya iu:cela kaai i

1 Nama Perusahaan

Alamat dan Nomor Ti.-lopon

-

ionis U:;;ih,i

Ilomor Pondallaran (Meniuk KK.1)

Nvmor Aktc ronyawasan

2. Nama Tenaga Keiia

Alamat dan'Nomor Tolnpon

Tempat dan JAn^:,: l.ahir

Jenis Pekerjaan /Jabatan

"' 'nil/Bacji.in Poi usahaan

<ahTona ,a Koija

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

Nomor KI.UI

m.BENTUK

K.K.2

cv.pni

Nnmor K.»c.:Tik;i;in

Dilerima tantj-gni

Nomor Attend;, IAWS03TEK ") f

L.i.020535NPI;

J?l_-_Uuiijyitcirri Ho. 200 CiIacap'
lkk..°kLs_. 5_J234 [ f' r„ifipon 542755

;(on traktor

iOJIYAIITO

Kocle Pos : 53 23~4
JiTicap l5~^3""i^52

L'5j SolMli

I No. KPA : -

No. Telepon

J'jnis /•clam

[Zn Sebulan [__"] |ji„f,M,

f-iJ l.ak: - laki

i.-in Peretnpuan

ti. Upah buru|.,;i uang ( pok.jk rlnn liiiijun,,.in

. b. Penun'iTiaan lain - lain

' _> <p_ 17.50<V-

c. Jumlah (ajb)

4. a. Tompal Kaoelaknan

b. Tanggal Kecelakaan

5. a. Uraian Kejadian Kjuelaknatt

(1) Bagaimana terjariT.ya kocolalaan

I (2) Sobulkanbagian met.in, ie.ntninsi, bahan aim-
lingkunyanyang inonyeb.ipk.in'ckler.i al.'in

I rnoninggnl dunia.

j (b) Penyakit yang timbul karena hubungan, kcrj:.,
• 11 Soblilknn |l-nis penyakit yor.g 'imbul kar,..|,a l|,jl>,jn

kerja • jab,,lan/ptjkorjaan yang oorsan^kuian
• berana lamabnkerja

J . 2) Sebulkan balian proses, lingkun^an a;ai: c.im he*ei|Y
yang menyebabknn pcrtyak'! yar:rj Iimi!.,i! k.irTia

_ ' hubunnan karia

d. Akibal yang diderita korban

b. Jolaskan bagian tubuh yang sakit/lukn

7. Mama dan ala-a! noklo'.nVn.rja Mnj., ya„r, r'.nmu- ,ka
pijrlolomjan cati 'da'an, h.il ri'nynk-l van"; i.mln,!

; karena huounnan kc,a, nama 'JcMcrvann ,„,•„„, t.-...
mendiagnosaf "' '

Keadaan pendenta selelah pemeriksaan penanta
a. Berobat jalan

'.,,._b. Dirawat di

9..Kecelakaan dicalal dalam Buku Kecelakaan pada No. Urul

10. Perkiraan kerugian : a. A'aktu (dalam Hiiri-oronk)

b. Material

11. Keterangan Iain-Iain yang porlu.

P.p. ry^ r\r\^

di Pro.yalr. Potabk Godung Ibnik Indoor ^kkll'kk""
J' .lam __jf47ekJ^ID"

'» Jituh dari D.\X djS Kotinman 4,5" Motor

Boei Pipa ii")

luka dan dir-wat inap ,ii TiOl"

Pauajuxat bolcorja diatau Jj.\ Cl:aki ^rp>lJMt ..U-, jatuh
CD Mcninggal Dunia k"Okik kkkuki-'uk'"" "' "~:--.-...;--:

CD Sambilbekeria C3 Tidak Bekega

[ZX Rumnl1 S':kil CD Puskusmau I j rollNlllik

7 Jikaperlu dap.it ditambah dalam kerUu: lumbarw: lain
") Dilsi oleh PT J4MSOSTEK

(\ i'lhANl rf"*,l,w/,ki/,,'.:.v

Oibuat donga:' sosunggi hnyj, Dalam waktu J/2V, j irn sotolah tenaga
korja meninggal dunia, atau sornbuh
baik ":acad atau tidak (seiolah
monjalani pomonkiaan) perusahaan
vvajlb memnsukkan laporan kecelakaan
korja bonluk K.K.3

9 Sop-t 2003

.iipoi.'in Kui.ui,!,,.,. in tin .•.1,1111,,

VViiina Puiilt ••.--!.-•. 1•1,]; i, M, ,.,!: •,, , i

Tunapa l',n|., . ,. mp,
Wfiniii K ii-i u.iliil, -I. ,ij, I ',,11, .in,,,
Warna Hipin Tan Mini: niul. i ',m mi,

Di role •fcur



% JAMSOSTEK
i'l.hamuli Sir.l.ll fi.vi.-lin l\Vl/j (Tiv.'.iviij

Wajib dilaporkan dalam 2x24 Jam selelah
dinyatakan sembuh, cacad, atau meninggal
dunia

Form .ini berfungsi juga xebagai pengajuan
pembayaran Jaminan Ker.elaksin Kerja

1.-Nama Perusahaan

Alamat dan Nomor Telepon

JonlnUnnhn

.'.Nomor Pond.-iltnmn (Bentuk K.K.t)
NomorAklo Pengawasan

2. Nama Tenaga Kerja

Alamat rlnn Nomor Tolnpon

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Pekerjaan dan Jabatan"

IJhil/Bagjan Perusahaan

.. Tempat kecelakaan

• b. Tanggal kecelakaan

•/t. Laporan Kecelakaan Ke'rjkkentuk K.kY"'
telah dikirirn ke Kantor Departemen ienma
Kerja /

Pada tanggal

-APORAN KECELAKAAN TAHAP I!

DiisioWh Pctugas Kjntor Dopiuiemen Tenaga Kerja
Nomor KLUI

BENTUK

K.K.3

CV. SRI

Nomor Kecelakaan

Dilerima tanggal

Nomor Agenda JAMSOSTEK")

JL. HITS VJT'JtA Ho. 200 CILACV?

-kklkkjOOIl
Kode Pos : 53234

MJJIY./VV'IO

NPf-1—iiQ205il_

_Je'epon : 542755

No. KPA_

^JiL^klTkT^^
Kuiln I

•'•ISOSTEK

.in

Cilacap, 16 - 08 - f;52~ Jems Kelamin : g] Lakl . ,.,,.,

I—' Perempuan
ivk:-21Q k-.ytj

^JM^^^-^^.y^mn^.Op.^tS '^nio Indoor ikarj^ilacka};
Lokaol Potab. CodunAkToni^ndoor 'Irxb'ciVin^ " "'~-~
6 Soptombor 2003 "

' 5. Bi^ayanglrjhah^bayaYkanc.lohpkkii'iilru,",..;•• a, Biaya.pongungkutan c,uii ,orr|n.]t keujototkkiM
,-. a. ke Rumah sakit ataukorumah pendenta

£k?lkoilkoiy 200 3

Ri>- 40.000,-

-••k'k'i'Qiay-aipango'bata'n 'dari parawkan

d. Biaya pomakaman

.Jk'.e/.ijfurrilati'bipya soluruhnya .

V 1.358.200, -
Rp.

Rp. -_
_Rp. I.39B.2OO,-

6,- Santunan Semomara- fidak *,,.,, n„fe!, ,.;.,Mf.' ;
yunOI(,l!1e"'onyi",,|-yio ..,,,,.,, ,,„,,,,,,„„ ___11

_8" nan xRp."17* 5^7" f^^O"^^
. ban y. I(|

linn x Mp

Name, dan Vemat pnnp,i!,;t. -iuetukkr nap,
'• (Melampnkaj, Dnfln, Koluyn;., /a,,,, „,•,],)

'55;' B'.-rdun&rkftn !-"ji7fi'j'l?.i"irT'yrr.k>r'.kkkVrjeniuk t<K:j
-..: .a.a'j.KK 5 ,*>;ir,a'ja kdria duoi-to;.;^; "

•; nstk mau;.•.,,-,• mental '

A;';'d.'Mqninggal dtmia

.9. Uraian lentanTj caradkiuksklarpnktiark yikq"'
riideiita tenaga kega tetsob-.: denpan inkntpikn

_y Sur2l'kelerann3n_p^kioj_^i,,,ik^-^,nAt;,.i io<-?
ekerja kembali •

l6.Besa.rnya jaminan yang tetah dibavat oleh
'• perusanaan kepada tenaga kerja yang rpendenta

eacad atau keluarganya

11. Keterangan loin • lam veto 03,

'j:-:a ...Tk

Laporan Keeei,,. ,:i,ei ini hike;:;

- Warna Putih. h'erah dan Metah .;ami;u
Tenaga Kerja setempat

- Warna Kuning untuk arsip Perusahaan
^filtrnn kMrn i 'I-,,, n,., , ,,,,,,,!, : i . , .., "•

tan perns

'.e Kandeu

lit) ",', X

CV-. '521 JL. 21USA5TA.RA Ho. 200 CI1,\CA.

Ta-;;gai 17 Soptombor 200 3

Tanggal

Ttinggal

Tanggal

Tanggal

Dolu-n bokjrja koabali

(i, 1,' du

Diroktur

Jabalan

17 rvjptoi.ibJi- 200 3



Dengan ini saya tinkle:

1. Nama

Jabatan :

Monorangknn dengan sesungejuhnyn

:;X;:J:;toiTi^:Totipy;(iK,erKik:

.•:::k'-'̂ ?!^^^?W:W<'i'K'r:T«!lpiwhi:

SUHAI KhltHANGAN UUKFEH

jijBENTUK
iiiK.K.4 ( Klmsusuntuk akibat kecelakaan kcr/a I

tin. KPA

KoUe Pos : No. Tc'Gpon :

3 b

kk^^pplkf^k^psokikiiit-k

:Vd!^:P'^tif|aah;lMb!ir4[ix::

Jenis Kelnmin : [J Laki-laki
1 j Porcrnpuan

:;:::;:::;:^iiij*iK|liiiiiftbi:iiiibti:i:ii\::

.fijkvk'^'tn'i^i.'riiMb'iiann-i

:;AT\"iji)Qt;(l;iHiN(iii'tiirt-T<-'lei)Wti:

;:-::Ji.'i)K:Us;,il)'.>:

:xkx:^k^kkk'kk^k(i<kKkKkk)k::

k: :::;t^<)iii-t;ir:Ai')q:t'o(j{j;ivvo;k;iik:;:

'!•:•.. ,-:^WI^iyy^!i:W|ii>:0!'ii'g';|iti::::::::::::::.'::

:i'liiiiiiiiiiSi^iiij*^ifij*')'*' ;P 'y '̂-1'' -i"-'''<','ii<Mtl::: :*n^j7>-nr^H^^:^n7^:-
^xkk^rkiisliliieiiiKrlkb-M

;:ii;:pipgii(i.M!i

>:::X;X::;:::;:;:::ki7i:i:i::v:::[i3'knli,tIi;iwiik^l,,'ii|,'5'l'i:::

^kikk^il '̂i^Pfl^k^lkyAhhkilpKkknikk:

••(' -klS^^M.Mt^VWakixilyl-xIxipxXx.^-invi'. '̂in
kn-k:— ^•\:»'!^.!p rji[5-> Ktb"iV Hp;bki ii9kii '̂ j iib Lrq<kbiido'fv,:^
.kxk':k"'i^kk3.''knk'wk:^
;:.' -: -:;:;::: •(T°P) Lf K6.-0?1 ji'yi'Phcia <ja jti b^c'j :•::: "k :-":•:::;: k: k:;:; k:::;
kvO'v'ft'i^i!!^^
kxkkxkki^^—'^kl'tk^k^^
x.'k.'iikiwVW'̂
nXnkn:kk:-kxk>lk

•kx'::vftflq!ift°M^^^
;:;:;:;:TorVibin5^ariggblxXxvX;xkx:::x:':::::^

11 .'k-k'WffP'rt&ippiW

, 1jX;X;Q^bt;rlkili>}iitj^h^ix:

•1 :;k:::7iipago!;WiQiHngoii|:d;iniixj:;X;X;:;x:

uuot-t>lii.T:T;^>W5Tf<--.:.---.-

A,.A«> .^n,-^ . .•.•."v.v.n'n-

nDtu'

/AJaiiirbi;

Tffi
\k\

" ' ^ •'-• , -—1 T" !

n Dinsa

dari tanggal

dari langgal

QFUimah Sakit

31

NPP :

No, Telupon :

GAMBAR
run

k*nxn-klrt tinui-ilrl

D-Ri"gan [J Tidak dapat bekerja santa sokali

s/d tanggal

s/d tanggal

• Puskesnins •Doliklinik • Doklor Swasln

Mianoa ,,0, ,?o :.:i j.;.,..-...• ,;

Dibual dengan sc;ungqnnnya

7, I.'.

Nama dan tanda tangan dokter pemoriksa

La; oran Kecelakaan ini dikirim :
Warna Putih, Moral) dan Mcrah Jambu ko Kandep
Tenaga Kerja setempat.
Warna Kuning untuk arsip Perusahaan
Warna Hijau dan Biru untuk BadanPonyolengrjaia
Warna Biru Mutla untuk doklor

Jabatan 1anggal



k.iaONQLOGLKEJA[TlANjg;,C£LMAAN

Kecelakaan terjadi pada ;

Hari

Tanggal
Tempat

Cilacap

Senin

8 September 2003

df Proyek Pembangunan Gedung Tenis Indoor di Kab.

PnnHnr)lt[U ^fl9 menJalankan Pekerjaan yaitu sedang memasang Anchor

lukatkt ' ' eh'nSga harUS d,rawat dirumah saklt ka^a mengalami

Demikian Kronologi terjadinya kecelakaan ini Kami sampaikan, dan maklum

Cilacap, 9 September 2003
Honnat kami,

A *< \ METERAI
I k* 0 1 TEMP EL

i',J»'#>V [NAUfllBUIIUI'IAII

CIPTO A.IIF
Por.ionalla
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JAMSOSTEK

/ Wajih dilap'ukan tj.nl.im iv:1,: J;
dinyatukan Mimluili oared, niui:
dunia

Form ini botlunqsi juga nnbaqai: priu/aman
pornhayaran Jmninun Kui:n!.-a.. ,-,,, /tV/ia

1. Nama Peru:,aha.in

Alanial ilan Mntnoi lolep

Jem:; l.h ,

Nomor Pendaltatan.

Nomor Akle Penpawar,

N.irnu lei i.-u 1:1 Knipi

Alumal clan Nornor "letopi

Tempat dan Tanggal i.ah

Jenis Pukorjaan dan Jah-ata

-• ". lempal kecelokann

•tj. Tangnal kecelakaan

4. Lapoian Kecelakaan ye;
lelah dikinm Ice Kantor fie

Kerja

Pada tanqpnl

a. IJiayu poni'Knuik'eU'e i.';1.:: eeneet i '
ke Ruiruh 'jnkii alee kweieuh pi;ii

c."Biaya protliosc'odhoui.

d. Biaya pemakaman

0. Jumlar, biaya holuiuhnya

6. Setven-j'

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

BENTUK

K.K.3
Nomor Kece-iakaa'-

Ditor'ma tannoal

,V.,,|K,I A'trni'la.tAMHOSlCK "

.)[,. •Jl.J.-.-VIV lU ; .Jo. 200 CiJ. io

:c-r;;( •./;•; o'

KVJJin •;,'••;•:!

i 3a

k:k:kk. _...k234_j j i'ri':i-:i":;i '342753

k^kikkkk- ^--jkkPk/^kki_k2kkiAku'lo'T Ci.l -ic-.p UtAi
Kodc-

Cil-oap, 5-1O-1378 Jenis Keiamin 13 Lak,-!a.i

Oukin.-r 3 "itu

rok0^.-'-k.dav^.k°ki:^1cktk>'k. k°kuM 'tonio Indoor 'Lib. Cil.2on
jJl. "kin j ki" Ci lko'-ip " ""' ""'""::/:::-:::::::v: =--"•~^-::^^=^=zi~
,k"kjkrikIklGOT

30 Viuatna 200 3

•':• 2>00G,~

•":T""Tr."7T—-

Pp.

kk7koOC;~

50 •:;. x

VNama,tit-talumai pen:, -uv .;j: lu'h.el/TtaeinjCV. TiRl, JL. :W:J,r!'[uU 'Io. 200 CIL \Ck>
C—.;M,Mu'M;,i;kan i'vi'tat X--?rl,,i:,,i". vane eni,}

•!!••;'.' 1(1', ;, :

0 Uiaian',ur,iaii(; ;:,'j':a(! untuk ii-ki:":: heeiiiy; yarn,
didenlj lenaga koij.j lere,:n • 'tempi: :i,..l;ini;;,;K::i
SetuJ kr."|,ji,ii'.fjan Dtjkic.r Peei,,k KiM 'li.i'iAii.pj Kl<-

• Bekerja kembali

10 Beratnya jiminan yoep lei',". Jit: jy:),- nie!
petut,oh.t..in kepada ttnaijaVerja vary] reeedee;
caead alau keluaruan>'.i

11. KiTerertpyn lain

, in-i'pl 1 2op toi'ilj^r 200 3

I'jtja! 1 OeptoiObor 20'

ok' 'k
-- ;JTF t^Tyry'

A !'. MKIIJAj^i!

P'.'J.I '.I i J .'.'{ i

Laporan iv:..ai,:katifi ,"i ;,,-,,:,e

- Warna Pry- Mernh do- .'.',.er

j.L,(-...2iUa.



"k''/kk 0..2 C I L.

Nama Ti r,,i ,J K, r

Alamat clan Nomor Telopo

Tempat dan Tangent

Jeers Pekeraan

.Unit / Bagian Perusahaan

2. Nama Perusahaan

Alamat dan Nomor Telepon

Jenis Usaha

Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K. 1)

Nomor Akte Pengawasan

"3. Kecelakaan pada tanggal

4. Pemeriksaan pada tanggal

5. Dart hasil pemeriksaan didapatkan
a. Koadaan, tompal dan ukurae luka-ie' an

te Diagrams R-Ui;un J. KudokU-LVtr

C. PiirtuG ctirav.,jl f^ Ixrobat ;,ilan sari

6. Tindakan mcdis yi.rg er
M^.'^''

7. Soickah kuk pon:;clkiO]n

•£) Sointjik innpo cook

• Cacat anntomis akibat kehiarvjan wyyzin tx.ici.-in
Jelaskn,o. (Tunjukk/jn juga fxka cyir:-i.vsr:

'J Apalki (OfLLipot c-ioat ;i:ui;u h;;,ik mmfj.ik,!t.i-^i;
kuhilangnn arv^jofci bukm, lx>rap,-i p*jr;.t:n k;r-
kurrirxjnyn kr*jsj a-'K^jcki bokin y.uY) aio.i: i.-o

% loibiiarv'j {

• Momofkikan pro[fio:^d / ocinn,^

0. Solclah soo'buh in Uoip-il -'nikk^ir: ;m;kr:.•;,:,wt

Terriilung tangga!

9. La many a porawatan

10. Dibonkan iMirakit

11. Tanycjal rn mngcj.i! ckr

Dibuo.t oluf rJoktur

i

Akrrat ,>~k'""

,UA ,Vf-

r:k

M,una dan tarda

OURAT KLTLIiANGAN .UOK'iLH

BENTUK

K. K. 4
(khusus untuk akibat kcrolakaan kerja)

, i iio,

Kodc Pos No. Telepon

20 A.-i).ri,ti:j 200;

kffik

31)



s^\ IS. i ^J '-..,>' .e . ..." I

Par u;;.\, h.ian

MP P

Jiias il..'.i:,f.i 'Tcmi,:im,i

Noaio.r kciiciihi if

I . j A iJ TU !•'.•">.'••'

1. Kr:iIlr:r.Oi:i

5. Biava Pcnidk

II. Prii-iGGANT Lr u-< hi i j: i v

.ni!j!.AJi i-C !";,;;.'•,:

Tctal Biaya Paraw,jl„a

c. J,:i:,(j Ook t l-1" :

PlAld

, .'•'

,U, -..' 1

.; n:a;pj.

III. Fi'J'ilVJIj'.T/'J;-!

TV. JUMLAH YAKG TELAH SITETAT-KAN

Jurnjar, yanq l.eji.nh d ; Lee/a e!:.

Sisa yang jnaaj.h haium u.ibayard.

Tcrbtlang :Ss^W.S:JT.T^y.sa

n .';:)!-:h,\h,ic;

nama & •, ancta



./:
, •, i I , 4

. ' O I

H P P

NOIuOr AQIrtlGa i.' O IT If, uoii\3^

Atas Nama Tenaga Korja
NomoI" Pcs,erta IKP• J I

laayai u>; i

SAHTUHAH

2. Cacul u'elyiyiui:/ i

3. Cacat L'ungsi

ri. Keraatian

5. Biaya Pemakaman

Juada}; SuaLurjaa

II.

1.

PEHGGANT LhH KIAYA

Ongjcos Pencjangkataii

a. Biaya Ps; ador,at an :

b. Biaya Perawat an :

Total Biaya forawat;

c. Jc-n, Liokt.ui ;

1,1;;.' j. ,:Ulj JUUUl

wA LUYG Ah'GG I

III. PEHHtJTA.TAb:

IV. JUMLAH YAHG TELAH DITETAPKAN

Jumlah yang t&lah clip ayark.

Stsa yang mnsjli lianiN clrhaynrk

Terbilana •' DiJA: kat.ux .u.ki.apan . kihu kmi-at jiatiis hhi'ian :

ibJ-

.';oi,'.t)AT(,'inrjo n

Nama >., Tancin Tangat

Pay PIIIAHP; I'PPAYANfiN



?T. AST.EK (Pcrsoro)

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam
setelah terjadinya kucuiakaan.

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

~_Oiisfoil'bJ''f!iic:ar. k'..."Viv •'!,,_;

BENTUK

K.K.2

Nomor k

DilonrT-i.i I

Nomor Agenda AST^K'*)

I 3

"Nama Porusnhaan CV. SIS

JL.-IkJO .'JITMtOOVQ— 200-CILAC.t?-

L10&535

Alamat dan Nomor Totrrpoe

53234 12755

Jonis Usaha XOMTR.V'll'Ja

i-.yKomor.Pcndaftaran (Bentuk K K,')

Kft.-jNomqrAMe Pengawasan;

,i.2,Nama.T,')naga Korja

!'k';.: Alamatdan Nomor.Tel aeon JTL. TiraatrilT.03/VII Kararjrjtalun Cilaoap"
k=„p=s. 532i4

;\'-.';,Tecnpat dan Tanggal Lahir Jer..s Koianun ;
ir, i aki-: k:

k ^e'er-p^a"

•O Jenis pokerjaan/jabatan

Unit/Oagian Perusahaan

,3.,,UpallTGnaga Korja,,". . ~

j..v,:-a..Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)

y",b., Ponerimaan Iain-Iain

• c. Jumlah (a + b)

A.a. Tempat kecelakaan

' b. Tanfipal kncfjlnkaan

fi.a. Uraian kujadian koajlakaan :

> • 1) Oagaifnana torjiidinya kooolakaan.

luicjia d.viu

Pi'iD-uJGlf.^.'JJ CLvDUlJQ TSJIIi INIDCR 1CVB. CILACAP

Lj Sorer . G Sotlukin !"J [killing.in

Rp 15.000,- / h-u-i

Rp.

15.000,- / hari

di Jl. Rlnjani Cilaoap

29 .Vcuutuo 2003 07.30 WID

2) Seburkan bag. mur./n, IrstnLi'J. bahan ;iiju ling
• yang menyobabkan cidera fitau rnomng:;."il dunia

1 Saat boran^icat bokor ja nansondaral E*jj>oda \"'-] ""
oncoi(bonoonGan) <ly tomannyd tortabx'ok upd V^.Tor

3:3pnvl-a~tarbs)tltur-3 alTn-ngrTJr-Tobok;.- tarupn- k. ,--
'br&ian jar^xCarru:) Icon a jaloa nopal 1 n

kopala ?*onok dati Ibu jnri tnna-sn luka ! kjb. Penyakit yang timbul karena hubungan ker;a :

1) Sebutkan jems penyakit yang timbul karena
.^k • t hubungan kerja :
/ / '4 ••- iabatarVpekerjaan yang bersangkutan
vl. •'.' - ' ' -berapa lama bekerja

2). Sebutkan bahan. proses, lingkungan atau
cara bekerja yanc menyebabkan penyakj;
yang tirnbuikarena hubungan kerja.

,;G.a. Akibat yang diderita korban,

;jpaI"a''-V'"Jr^r""t^^^"'lC\n^i

X' Lokku-oi

b. Jelaskan bagian tubuh yang snkifluka.

7. Nama dan alamat Doklor/Tenaga Wedik yang
membenkan por'olonga.n pi'Muma (d.iiam kk

• penyakit yang timbul kan-n.i huk;ni},in ko';k
naira dokter yang pmMm.i kali mufHk'g.nu'..i}.

Ji. Ir, ILJuryida Ifo. 20 CILAC;;,-'

;0. Koadaan perulmka solckk, pemuoksaai

a. Beroba; jaian

b.Dirawa: di ^M k,nuh:k,v: [] fVskusm,;.-,
alv-m! ji^xrc Jl. Ir, Ju-vicl.-i Cilmap

0. Kocolakaan clicatai cki'.ini Ltrku Krr(:ki-,e,ir par

No. Urul

lO.I'iekira.ir ke

11 .Kotijiangan l.an-l.lin yarn ;i,

' j Jika pvliu iJniril [,',:,),'):,'.',

"Jl),i',i,ll,ire"i "I'l'l k

\l '..LJ/.iA

l-3""'tnrl

! ,,15.000 x•• 3- lit'

^i riwv'I'j.A k u ',ki 3 05x>:



y* JAMSOSTEK
-4>. PI Jamman Smuil lena:;a r.,.,7,1 'lvn,L;-a;

W."i|il) (jnaporkan -l,!!,,,,, y>y.; ,,-,,„ , ,,,,,, ,,
dmyalakan semban. oaoad, atau memnguni
dunia

Forrrrini berfungsi juga sohagai pongajuan
pernbayaian Jaminan Kocolakaan Korja

1. Nama Perusaliaan

Alamat dan Nomor Telepon

Jenis Usann

Nomot Pendallaian rp,-

Nomor Akle Ponga'.vasa",

2. Nama Tenaga Kerja

Alamat can Nomor 'leioeoe

/Tempatdan Tanggal Lann

// Jenis Pekerjaan dan Jabatan"

. Uoit/Bagian Perusahaan

3. a. Tempat kecelakaan

"%-,.Tanggal Kecelakaan

•• "k. kaporankecolakaak RkkOOOkOFkOO""-'
yk^alkikirim ke Kanior Oopartemen tenaga
l.^fterja/ " '

ki^ada tanggal

3Tf%a Van9 telah drbayarkOJiTofih PeriT^aaTT•;., .a.-Hiaya pengangkutan dart iompat keklakaan
• ...y<e .Rumah sakit atau konimah pendente

'•'•-1.9-'Piay'a Pongobakm'(Takpo'rnwaiun
'•/j p.-ik'Oyp prpiKci.'jc-'/oflho:;o'. " "0~,""

£^k_Biaya_pemakamari
i1 :l«j_d.|Jmlah biaya .aokntihnya

-•antii'ian Sementara fie;,- w-.:,-, , &,.
yang iePih Obayar cleli ovm-it,,,,,-
iebetia,

k-k'' '
—-i.ul.i_.

S^Jarnaoan alamat pane i.-n. -akkkkkkk
••' ''r-^k-^kkk 5kilai K'eiuar(!a >'a"9 •r>ah) :

kki^^ss^e;y:a,. Jile^TOaii-yin^^f^^.^i.O;,:,;,,,,: •...,..f_ b.^^ J
—2^. •'ktekac;:'d -:ol,:,9l;':i iint'ik sekrkijkirk

iiu(---f,!H).
etiap hart

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

jklk£k220020k'/,;or Dnpanomon
Me in or Kl ' II

BENTUK

K.K.3

pv. g:u

Nomor Kceelakaan

Ditc'-na ,anyga!

Ncmor Arynrla JAMSOSTE-K '

|kkkk:Lkkkk::.ik 202kok'iC-'

J22kIkL.k"Oil

--—---.-kiokkoo^.

222 !";";""': 5407,0

KodePosk32.i4 T" ikkkk"
CilMoap ^Pprj^Cj

"Ttmucnrnnr

Jjg^j^ajk^

kkkya.stua _^Q3
30 ,\#uatud 2X3 "--••--::-:-.-

Rp. 25.000,-

kk kMOOr

9.5.400,-
3a. 100 %x liar, x R: 15-000

c. 50 % x . hari x Rp.

Ta-.ygai 1 Sop tomb 3r 2C03

45.0CO,-

= Rp.

••'C te-rar-jn-tj-eyie^iatiM

—i-iiSik.ili:iO'Y Jn9ik'
. d. fylontnggal dunia

JL:>n;!-l.."-i';,ay,-:0ji7
Tangga'

Tannn.t

.9; Uraian tenlang -acad unluK sel2maOa™n^ OOcT
... dtdents tenaga l.srja lerseb:; dengan melampirkan

§H0ai!i2k2!I^ak.eiLO,c_<ir'j^ KKklan^taii KK5
.;•;.. Bekerja kembali "'" ~

10.ees.arny.-j jaminan yang ietaii dibavakokrk
-. petusahaan kepada tenaga ,«:,ga /any menderrla

cacad alar kelearganva

11. Kolmangan lain lam vtki nuilu

Tanggal

.okkkJ_SOj^rabo_r "2CXJ"3

Dihualdo

kl: cir

OAul rtlJOYA

kkklk
3I000TU0 15 ''-op totOaar 00

.ipnian Kneelakaaii |,k,n,,i
Warna r'utih. Meml, d.m [/,,,,,,
lenaga Kei|a selernp,,;
Warna Kuning unluk an e Peri
Warna Hnau-dan Gin; ue';;. Pa-

'"I-"' I'lmpinan n,



^kSOSTEK (Persoro)

'Dengan ini.sava. dokter

^k'k' '&. J&o Priyono
%b^k 0 , Doktor Jaga

«M^s»-y,kkkT

fci^^k'-i-i'wk2-,.. •• .... • v

^^•?M'l?At?n!;,P)orusahaan

;v^;Dl.?efribyh,taripa cacat

1:;:.n darat anatomis akibat koh/argan angpola badan
,.-,:.."•.'; "•i.Jela.skan. Ounjukkan juga pada garr.bar)

)'',n\ paKIa terdapat cacat tetapi tidak mengakibalkan
•;;.•.;.• kehilangan angguta badan, berapa person bee

'O.^O';kurangnya lungs! anggola badan yang cacat tsb.
O'V! •'•"' : 0/o lerbiiang (

JD' Memeriukan prothose'/orthoso

•Solelah sombuh ia dapat rnoiakukan pukerjaar

Torhilung :tanggal

;< '̂2Lfma?ya ;P°rawatan /pengobatan

"'' ^-5k
k#^^

• Nama-,pan landa tangan doktor pomoiiksa .

SURAT KETERANGAN DOKTEP

BENTUK •;.

Lkk

k, k 4 ; •(khusus1'untuk akibat kecelakaan kerja)

SWUNG /<J. KP.I.

• ,pn:,a U Pingan
Papal

dari tanggal
3--O3-20O3' J^"9gai 3 September 2003

0: Ji:anrIg'No(,20•• Ct lacap

Dibual dengan scsungguhnya.

Doktor Jau-j.
Jabatar

' •• t" " e ,, a „ .. c. J ,.

1a~0'kVl
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MENTERI TENAGA K£RJA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : KEP- 196/MEN/1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN
DAN

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

MENTERITENAGA KERJA.

Menimbang : a. bahwa pasal 7ayat (2) Keputusan Men-
• teri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/

MEN/1999 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerje
Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Bo
rongan dan Perjanjian kerja Wakti
Tertentu memungkinkan penyeleng
garaan program jaminan sosial tenag;
kerja bagi tenaga kerja harian lepas
borongan dan perjanjian kerja wakt^
tertentu pada sektor tertentu diatu
tersendiri;



b. bahwasifat dan atau jenis pekerjaanserta
seringnya terjadi perpindahan pekeria
pada sektor jasa konstruksi memeriukan
pengaturan tersendiri sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan humc
a dan b, periu ditetapkan dengan Ke
putusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951
tentangPernvataan beriakunya Undan^-
undang Pengawasan Perburuhan Nomor
23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Nomor
4 Tahun 1951);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lem
baran Negara Republik Indonesia 3468);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999
Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 38333);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3520);

5. Keputusan Presiden R.I Nomor 22 Tahun
1993 tentang Penyakit Yang Timbul
Karena Hubungan Kerja;
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6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 122/M
Tahun 1998 tentang Pembentukan Ka-
binet Reformasi Pembangunan;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor.
05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis
Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran
Iuran, Pembayaran Santunan dan Pe-
layanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja KEP-
150/MEN/1999 tentang Penyelenggara-
-an Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi
Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan
Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor
UM.06.01/SJ'/381 tanggal 28 Juni 1999
perihal Pengaturan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.

2. SuratMenteri Dalam Negeri Nomor 568/
190S/SJ tanggal 18 Agustus 1999 perihal
Pengaturan Jaminan Sosial Te-naga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
TENTANG PENYELENGGARAAN PRO
GRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN
LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEK
TOR JASA KONS TRUKSI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Program jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua
dan jaminan pemehharaan kesehatan.
Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan
sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek
yang memeriukan layanan jasa konstruksi.

3. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan
yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
konstruksi.

4. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang
mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari
untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik
negara.

5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi peren
canaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi
pengawasan pekerjaan konstruksi.

6. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan
beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan aisi-
tektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan
masing-masing beserta kelengkapannya untuk me
wujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik iainnya.

7. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen
yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa
dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi.

8. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai

9



teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga
Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

9. Badan Penyelenggara adalah FT. Jaminan Sosial lenaga
Kerja (Persero). .
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di

10.
bidang ketenagakerjaan.

BAB II

KEPESERTAAN DAN PROGRAM '

Pasal 2

Setiap penyedia jasa yang mempunyai status usaha :
a menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
b. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

atau

c berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud pada huruf adan huruf byang berkedudukan
di luar wilayah Indonesia;

dan mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan
perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan
secara berturut-turut wajib mengikutsertakan seluruh tenaga
kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 3

(1) Dalam hal penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja
harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus
monerus selama 3(tiga) bulan berturut-turut atau lebih
dan setiap bulannya tidak kurang dan ,0 (dua puluh
han wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan Kematian,,
famman hari tua dan jaminan pemehharaan kesehatan.



(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada aval (1) harus
dilakukan terhitungsejak tenaga kerja harian lepas telah
bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-
turut.

Pasal 4

(1) Dalam hal penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja
borongan selama 3(tiga) bulan secara bemtur-turut atau
lebth, waj.b mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam
program jaminan sosial tenaga kerja

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
d.lakukan terhitung sejak tenaga kerja borongan tekO
bekeqa melewati masa kerja 3 (tiga) bulan gerturut-

Pasal S

Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja perjamian keria
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalan Pasal 2d
brfuXlrut1"^ itT S6laWa 3<«*» buto »£tertuiut-turut atau lebih, penyedia jasa wajib men--
.kutsertakannya dalam program jaminan sosial tenaga kerfa.

Pasal f)

tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka •
a. setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitungan

besarnya iuran dalam dokumen lelang.
b. setiap penyedia jasa wajib memperhitungkan besarnva

iuran pada penawaran pekerjaan.

Pasal 7

(1) Untuk mengikutsertakan dalam program jaminan sosial
tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 3ayat (1), Pasal 4ayat (1) dan Pasal 5, penyedia '



fc

BAB III

BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN
k

- Pasal 9

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian Ippas
borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam pro
gram jaminan sosial tenaga kerja uitetapkan sebaVai
berikut: : ' . b

a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1,74% dari upah
sebulan; —— l L

b. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan-
c. Jamman Hari Tua, sebesarr5Z0% dari upah sebulan

dengan rincian sebesar 3,70% ditanggung penyedia jasa
dan sebesar 2% ditanggung tenaga kerja;

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dan upah
sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan
3.o dan upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum
bekerluarga, dengan ketentuan upah sebulan sehWi-
tmgginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 10

Dalam hal iuran didasarkan atas nilai Kontrak K-qa
Konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak di-

^ ketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran
untuk program jaminan kecelakaan kerja dan'jaminan
kematian ditetapkan sebagai berikut :
a. pekerjaan konstmksi sampai dengan Rp. 100.C00.000 -

(seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai Kontrak
Kerja Konstruksi;

(^pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a
ditambah 0,19% dan selisih nilai, yakm dai:r"hilln"

8
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Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

c. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah), sebesar penetapan iuran huruf
b ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai
Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah),

/• d.pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu
k:o:/milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-

(lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran hu
ruf c dLtambaJl 0,12% dari selisih jiilaL yakni
dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi
Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);

e. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d
ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kon
trak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah).

(2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan
sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).

Pasal 11

Dalam hal pembayaran iuranjaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian didasarkan atas nilai Kontrak Kerja
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau
pembiayaan pekerjaan konstruksi dilakukan secara voor
financiering, maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan
dengan cara sebagai berikut:
a. sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan

konstruksi atau pada saat menerima pembavaran phase
pertama.

b. Bertahap sesuai phase pembavaran, dengan ketentuan

9



seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada
saat penyedia jasa menerima pembayaran phase terakhir.

Pasal 12

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan
iuran bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian
kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Keputusan. Menteri
Tenaga Kerja Nomor KEP-150'MEN/1999 tentang Penye
lenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi
Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu.

Pasal 13

Tata cara pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja
harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu
sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran
Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.

BAB IV

BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 14

Besarnya jaminan sosial tenaga kerja, bagi kepesertaan
tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja
waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998
tentan^ Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
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Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor PER-02/MEN/1997 tentang Peningkatan Biaya
Persalinan, Kaca Mata dan Prothese Gigi Bagi Tenaga Kerja
Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 15

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan
pembayaran jaminan bagi tenaga kerja harian lepas,
borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai
ketentuan Keputusan. Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-
150/M.EN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas,
Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 16

(1) Penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadi ke
celakaan kerja tenaga kerjanya kepada Kantor De-
partemen/Dinas Tenaga Kerja setempat dan Badan
Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor PFR-05/MEN/1993 tentang
Petimjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran
Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.

(2) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau
keluarganya atau teman sekerjanya berhak melaporkan
terjadinya kecelakaan kerja termaksud tanpa meng
hilangkan kewajiban penyedia jasa menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wa
jib :



a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan-
b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan

dan tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit
. atau kerumahnya;

c membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan
perawatan; °

d. membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak
mampu bekerja;

dan menyampaikan lagihan pembayaran tersebut
kepada Badan Penyelenggara.

(2) Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 1(satu)
bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan
admimstrasi dipenuhi harus membayar hak tenaga keria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ° '

Pasal 18

Tata cara pengajuan dan pembayaran jaminan sosial tenaoa
kerja bagi ten aga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian
kerja waktu tertentu kepada Badan Penyelenggara ceTai
MENST11^ Menteri TenaSa Ke* No-or PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Penclaftaran Ke
pesertaan, embayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan
1elayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BABV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini
dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan van*
beriaku. ' D



Pasal 20

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri
ini dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan
Departemen Teknis sesuai dengan fungsinya.

(2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau
•Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kewajiban penyedia jasa mengikutsertakan tenaga kerja
harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu
dalam program jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)7 pasal 4ayat (1) dan Pasal 5
beriaku mulai tahun anggaran ban, setelah ditetapkan
Keputusan Menteri ini dan sete.aisnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyedia jasa yang telah menyelenggarakan sendiri program
pemehharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kern
Nomor PER-01/MEN/1998 tentang PenyclcngSaraan
Pemehharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat
Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemehharaan Kesehatan
Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak diwajibkan
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan pe
mehharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

13



Pasal 23

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini maka Surat
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor: KEP-07/MEN/1984 tentang

30/KPTS/1984
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 1977
Bagi Tenaga Kerja Borongan/harian Lepas pada kontraktor
maupun sub kontraktor yang melaksanakan proyek-proyek
Departemen Pekerjaan Umum dan Surat. Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja
Nom j-r : SK-5S5-20 tentang Pelaksanaan Program
Norn Dr: KEP-05/MEN/1984

Asuransi Sosial Tenaga Kerja di Daerah, dinyatakan tidak
berla <u lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Keputusan Menteri ini mulai beriaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal: 29-9-1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA,

FAHMIIDRIS
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I EornuilirJAMSOSTHK VHISK-JK

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA TENAGA KFRJA R
NOMOR KEP-196/MEN71999

TANGGAL 29-9-1999

PENDAFTARAN PROYEK KONSTRUKSI

No. :

1. Nama Perusahaan / Knntor :
2. Alamat : :

No. Tclpon :
3 Suml.vr lYmhuya.m Proyek : APPN/APRD TK. 1/APBD TK. II/SW.ASTA
4. Nilai Kontrak Korja konstruksi tNKKK) NASIONAL/SWASTA ASING ')
5. Nilai Komponen Upah Dan NKKK :
6. Macam Pekerjaan :
7. Lokasi Provek :
3. No. IMB-PIVTanggal : /.. ZZZ.
9. No. IMB/Tanggal" :
10. Pemilih provek :
11. Jumlah Tenaga Kerja :
12. Masa Pertanggungnn/Masa Kontrak :

s/d
13. Jenis Pertanggungan :
14. Keterangan Lain-lain :

i9:.„ lt)

Disctujui oleh, Disctujui oleh,
PT. JAMSOSTEK (PEI.SERO) Pimpinan Perusahaan

Nama :.

Jabatan

Tembusan Yth.:

1. Pemborong •Kontraktor/Pemilik Bangunan.
2. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota
3. Lembar Warna Ptuih dikirim ke Kacab PT.

JAMSOSTEK (PERSERO)setempat.
4. LEMBAR Warna Biru untuk Arsip Perusahaan.
5. Lembar Warna Mcrah dikirim ke Kantor Pusat

PT. JAMSOSTEK (PERSERO).
6. Lembar Warna Hijau
7. Lembar Warna Kuning

Catalan : *) Corel yang tidak perlu

15

Nama :.

Jabatan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 - 9 -1999

MENTERITENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

FAHMIIDRIS



LAMPIRAN II

KEPUTUSANMENTLRITFNArA mi.r, .,
r—? p- NOMGR KEP-19^ien/»99 *KERM RJ

TANGGAL 29-9-19 79

I. kinta Perusahaan 'Kcniraktor
^o. Pendattaran Prove;

Keamanan
Pembantu Pc»•*.-<
Pekc

Pekerja Xcp2.>
IVrnb.intu T:.. =-:
Tuk.iny B.iti:
Tukang Ka\•;.
Tukang Besi
Tukang Kep<. .
Mandor

Mandor Rep.-.;-
Pcnibantu M--. ••- .
Mck.mil;
Ponuanu, $.-_._. ::vr.,:
Sop.irSIM.A
SopirMM t?I
^'pir Si.M B i:
Operator
Administrasi Lirj.-gan
Pelaksanaan I.kj.-gan
La in-lain

Mengetahui:
IVngawas/Direksi Lapc.ngan

Nama :..

kbalan

Ternbu^an Yth.
-

2
1

lomborong/Kontrakt,: PemiIik Bangunan
Dinas Pengawasan Ferrtbangunan Kota
Ietr.har Warna Ptuih cj^n'm ke Kacab PT
JAMSOSTEK (PERSERO. setempat

4. LEMBAR Warna Biru untuk Arsip Perusahaan.
5. entbar Warna Mcrah dikirim ke Kantor p„<,,

PT. JAMSOSTEK (PERSERO).
6. Lembar Warna Kijau
7. Lembar Warna Kuninc

Cat.it.n-. ') Cpret van;; tidak perlu

6

19..

Disctujui oleh,
Pimpinan Perusahaan Kontraktor

Nama :.

Jabatan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29-9-1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

AIIMIIDKIS



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1970

TENTANG

KESELAMATAN KERJA

BAB I

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

(1) "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerakatau
tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan
suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana
diperinci dalam pasal 2;

termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang
merupakan bagian-bagian atau berhubung dengan tempat kerja tersebut;

(2) "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau
bagiannya yang berdiri sendiri;

(3) "pengusaha" ialah:

a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk
keperluan itu mempergunakan tempat kerja;

b. orangatau badan hukum yang secara berdiri serdiri menjalankan sesuatu usaha bukan
miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;

c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakiii orang atau badan hukum termaksud
pada (a) dan (b), jikalau yang mewakiii berkedudukan di luar Indonesia.

(4) "direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Mneteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan
Undang-undang ini.

(5) "pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga
Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(6) "ahli keselamatan kerja" ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen
Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengav/asi ditaatinya Undang-
undang ini.



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja,
baikdi darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di
dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut beriaku dalam tempat kerja di mana :

a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau
instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan atau peledakan;
b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan atau
bahan yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi,
bersuhu tinggi;
c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran mmah,
gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di
bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.
d. dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan,
pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau bijih logam
lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau minieral lainnya, baik di permukaan atau di dalam
bumi, maupun di dasar perairan;
f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, melalui terowongan,
dipermukaan air, dalam air maupun di udara;
g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau
gudang;
h. dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi a+au rendah;
k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena
pelantingsn benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
I. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;
m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, suhu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan
angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
o. dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang
menggunakan alat teknis;
q. dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas,
minyak atau air;
r.diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai
peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan
atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan
yang bekerja atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian
tersebut dalam ayat (2).



BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal 3

(1) Dengan peraturan perundanganditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :
a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kej&dian-
kejadian lain yang berbahaya;
e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
f. memberi alat-alat perlindungandiri pada para pekerja;
g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu,
kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran; '
h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physiK maupun
psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
I. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses
kerjanya;
n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan
barang;
q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya
kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

(2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1)
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-
pendapatan bam di kemudian hari.

Pasal 4

(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam
perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan,
pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk'teknis dan
aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

(2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan
ketentuan yang disusunsecara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi,
bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan
pengesyahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas
bahan, barang, produk teknis danaparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang
itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebutdalam ayat (1)
dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan
mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.



BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini sedangkan para
pegawa, pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan
langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.

(2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam
melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

(1) Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat menuajukan permohonan
banding kepada Panitia Banding.

(2) Tata cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lain-
lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

(3) Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi
menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

(1) Pengurus di wajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan
fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-
sifat pekerjaan yang diberikan padanya.

(2) Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah
pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh
Direktur.

(3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

BABV

PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;



b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharusKan dalam tempat kerja-
c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan-
d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

(2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin
bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.

(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yanq
berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan
kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian
pertolongan pertama pada kecelakaan.

(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang beriaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

BAB VI

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 10

(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membertuk Panitia Pembina Keselamatan Keria nuna
memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha
S^ShST* d3n *T??? kerja dalam temPat"tempat kerja untuk melaksanakan tugas danusahfberprSr keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan

£L?aUnlTnantPKMtia <Pen?ina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, t.ugas dan lain-lamnyaditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. y

BAB VII

KECELAKAAN

Pasal 11

Hinimer?nnroS dTJibka" melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang
dipimpmnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1)
diatur dengan peraturan perundangan. y li

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA



Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau haktenaga kerja untuk:
a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau
keselamatan kerja;
b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang
diwajibkan;
d.Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan
kerja yang diwajibkan;
e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan
kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-
hal khususditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat
dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk
keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

BABX

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus diwajibkan:

a. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat
keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan
pelaksanaannya yang beriaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada lempat-tempat
yang mudah dilihat dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;

b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang
diwajibkan dansemua bahan pembinaan lainnya, padatempat-tempat yang mudah dilihat
dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada
tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang
memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperiukan menurut
petunjuk-petunjuk yang diperiukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli
keselamatan kerja.



BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan
peraturan perundangan.

(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat membenkan ancaman pidana atas
pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu mpiah).

(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang-
undang ini mulai beriakuwajib mengusahakan di dalam satu tahun sesudah Undang-undang
ini mulai beriaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-
undang ini.

Pasal 17

Selama peraturan pemndangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang mi
belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan ketja yang ada pada waktu
Undang-undang ini mulai beriaku, tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA" dan mulai beriaku
pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1970

Sekretaris Negara Republik
Indonesia,

ALAMSYAH



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 8 TAHUN 2000

TENTANG

USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperiukan adanya pengaturan lebih
lanjut mengenai jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi,
sertifikasi keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa
konstruksi, serta pengaturan peran masyarakat jasa konstruksi yang
diwujudkan dalam bentuk Forum dan Lembaga;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoly
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor .3817) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3 833);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT
JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk
mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.

2. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut. bidang dan sub
bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian
kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin



keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau
keahlian masing-masing.

3. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/
kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi
keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa
konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi
dan keahlian.

4. Sertifikasi adalah :

a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi
dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang ja^a
konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha;
atau

b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan
kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut
disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian
dan atau keahlian tertentu.

5. Sertifikat adalah :

a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi
atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik
yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi
keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang
jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan
tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

6. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh
Lembaga terhadap :

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa
konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan
sertifikasi anggota asosiasi; atau

b. institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi
dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat
keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian keria.

7. Badan usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi.

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
konstruksi.

Pasal 2

Lingkup pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
meliputi

usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa
konstruksi, dan penerapan sanksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI



Bagian Pertama

Jenis, Bentuk, dan Bidang Usana

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidana
usaha jasa konstruksi. -^ij

Pasal 4

(1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
meliputi ]asa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan
konstruksi.

(2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikpn layanan
Dasa konsultansi perencanaan yang meliputi bidang oekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

(3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan
jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural sipil
mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan. '

(4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan
jasa J

konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural
sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 5

(1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat terdiri dari :

a. survei;

b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;

c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;

d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;

e. penelitian.

(2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:

a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses
pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

(3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa:

a. rancang bangun;

b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;

c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

(4) Pengembangan layanan jasa. perencanaan dan atau pengawasan lainnya



dapat mencakup antara lain jasa :

a. manajemen proyek;

b. manajemen konstruksi;

c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

Pasal 6

(1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam. Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik
nasional maupun asing.

(2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum.

Pasal 7

(1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur
bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi
menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang
dalam bangunan (interior) , arsitektur lansekap, termasuk
perawatannya;

b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan
jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah,
saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan,
bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana
sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi
tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran
bangunan (demolition);'

c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi
tata

udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi
termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, terirasuk
perawatannya;

d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi
pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik,
sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio,
telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan
telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal
petir, termasuk perawatannya;

e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang melipuci antara lain
penataan

perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan,
tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan
air

bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan
limbah, termasuk perawatannya.

(2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan
ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

Bagian Kedua



(3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan

hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan
klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk

pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana
sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.

(4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum
dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan
kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.

(5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang
berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat
dilakukan

oleh badan usaha yang berbentuk Persercan Terbat.as (PT) atau ba.lan

usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 10

(1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 terdiri dari:

a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang
pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benia;

b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruKsi yang

pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta
benda, dan jiwa manusia;

c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang
pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta
benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

(2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari t

a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang
menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memeriukan tenaga ahli;

b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang
menggunakan sedikit peralatan berat dan memeriukan sedikit tenaga
ahli;

c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang
menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memeriukan tenaga ahli
dan tenaga terampil.

(3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau

biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan btsaran
biaya dan volume pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi, dan
biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 11

(1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa
pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat
keterampilan

dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga



kerja konstruksi.

(2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap
pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada
usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa

konstruksi yang sama.

Bagian Ketiga

Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12

(1) Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud oalam

Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat

kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.

(2) Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat
klasifikasi

dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi

sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Keempat

Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Pasal 13

(1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang
telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan

kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

melaporkan hasil klasifikasi dan kualifikasi yang dilakukannya kepada

Lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan

oleh Lembaga.

Bagian Kelima

Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 14

(1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi
wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di
tempat domisilinya.

(2) Izin usaha. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beriaku untuk
melaksanakan kegiatan usaha jasa. konstruksi di seluruh wilayah
Republik Indonesia.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada
badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :

a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang aikeluarkan oleh



Lembaga;

b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.

(4) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usana jasa konstruksi
wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan
persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh
Lembaga;

b. memiliki kantor perwakilan di Indonesia;

c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;

d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian
izin

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
akan ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Sertifikasi Keahlian Kerja

Pasal 15

(1) Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan
kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga,
yang dinyatakan dengan sertifikat.

(2) Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja
terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin
keilmuan

dan atau keterampilan tertentu.

(3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang
telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau
kefungsian dan atau keahlian tertentu.

(4) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti./ dinilai
kembali oleh Lembaga.

(5) Pelaksanaan sertifikasi sebagaxmana dimaksud dalam ayat (1) aapat
dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan
pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

Bagi.an Kedua

Klasifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi.

Tenaga Kerja Konstruksi.



Pasal 16

(1) Sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan meialui klasifikasi. dan

kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

(2) Jenis-jenis klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 17

(1) Tenaga kerja konstruksi yang telah mendapat sertifikat
keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja wajib mengikuti

registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.

(2) Pemberian tanda registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menelici/menilai
sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang
dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi.

Pasil 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi, klasifikasi,

kualifikasi, dan registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ditetapkan oleO

Lembaga.

Bagian Ketiga

Akreditasi Asosiasi Profesi dan Institusi

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

(1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi profesi dan
institusi pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan

untuk menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana dimaksua dalam Pasal

15.

(2) Asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan hasir
sertifikasi yang telah dilaksanakannya kepada Lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi. ditetapkan

oleh Lembaga.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 20

(1) Forum jasa konstruksi. merupakan sarana komunikasi, konsultasi,
dan



informasi antara masyarakat jasa konstruksi dari Pemerintah dalam

bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk
membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa

konstruksi.

(2) Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruksi, dan aunia usaha yang
berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya
kepada Forum.

(3) Hasil Forum disampaikan kepada Pemerintah, Lembaga, dan asosiasi
yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa
konstruksi nasional.

Pasal 21

(1) Forum terdiri dari unsur-unsur :

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;

b. asosiasi profesi jasa konstruksi;

c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;

d. masyarakat intelektual;

e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di
bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakiii konsumen jasa
konstruksi;

f. instansi Pemerintah; dan

g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

(2) Forum mempunyai fungsi untuk :

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. membahas dan memutuskan pemikiran arah pengembangan jasa

konstruksi

nasional;

c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat;

d. memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan,

pemberdayaan, dan pengawasan.

(3) Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya Forum, setiap kali
kegiatan Forum dipimpin oleh seorang ketua sidang, yang dipilil. oleh
dan dari peserta.

Pasal 22

(1) Untuk mendukung terselenggaranya Forum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1), Pemerintah baik di pusat maupun di daerah
memfasilitasi penyelenggaraan Forum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Forum
diatur oleh Menteri.



(5) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b
merupakan satu atau lebih waoah organisasi dan atau himpunan orang
perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin

keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan
dengan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria :

a. bersifat nasional dalam arti :

1) berbentuk organisasi yang tidak nemiliki cabang. tetapi
keanggotaannya bersifat nasional; atau

2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakiian
sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.

b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi
anggotanya;

c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi; dan

d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, kef erampila.n,
dan

keahlian bagi anggota-anggotanya.

(6) Pakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu
orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa
konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau penqalaman, serta
mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan
bukan pengusaha jasa konstruksi.

(7) Wakil perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf
c

merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi
pendidikan

yang memenuhi kriteria :

a. mempunyai jurusan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang jasa

konstruksi;

b. telah memenuhi persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan telah

mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk

berpartisipasi dalam Lembaga.

(8) Wakil instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3i
huruf d, merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang

melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa
konstruksi yang direkomendasi oleh Menteri.

Pasal 2 5

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai. sifat

nasional, independen, manr'iri, dan terbuka yang dalam keg.i atannya

bersifat nirlaba.

(2) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dinyatakan

sah secara hukum dan organisations apabila telah irtemenuhi ketentuan

dalam Pasal 24.

(3) Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja



Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam
anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga.

Pasal 26

(1) Lembaga tingkat nasional menetapkan norma dan aturan yang
bersifat

nasional.

(2) Lembaga tingkat daerah dalam melaksanakan fungsinya berpedoman
pada norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga tingkat
nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga dapat memperoleh
dana yang antara lain berasal dari :

a. pendapatan imbalan atas layanan jasa Lembaga;

b. kontribusi dari anggota Lembaga;

c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta tata cara
pertanggungj awaban

penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah Lembaga.

Pasal 28

(1) Lembaga mempunyai tugas untuk :

a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa
konstruksi;

b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;

c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi
klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian
kerja;

d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;

e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai
ahli di bidang jasa konstruksi.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Lembaga dapat :

a. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;

b. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan
pedoman tata cara pengikatan;

c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan
internasional;

d. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasiona±



maupun internasional.

Pasal 29

Lembaga mempunyai kewenangm dan tanggung jawab clalair. :

a. memberikan akreditasi kepada :

1) asosiasi perusahaan untuk membantu Lembaga dalam rangka
menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;

2) asosiasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan untuk
membantu

Lembaga dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi keterampilan ker^a
dan keahlian kerja.

b. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja
asing

dan registrasi badan usaha asing.

c. menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai tanggung
jawab

profesi berlandaskan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah
keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan
profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

d. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi,
dan

institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari
Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan.

e. memberikan sanksi kepada penyeaia jasa konstruksi atas pelanggaran
ketentuan Lembaga.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 30

Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi
administratif yang ditetapkan oleh :

a. Pemerintah kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan
tertulis;

b. Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :

1) peringatan tertulis;

2) pembekuan izin usaha;

3) pencabutan izin usaha; dan atau

4) larangan melakukan pekerjaan.

c. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :

1) peringatan tertulis;



2) memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha;

3) pencabutan akreditasi;

4) pembatasan bidang usaha;

5) pencabutan tanda registrasi badan usaha; dan atau

6) pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

d. Asosiasi kepada anggota asosiasi, berupa :

1) peringatan tertulis;

2) pencabutan keanggotaan asosiasi;

3) pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

Pasal 31

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal
10

yang dilakukan oleh usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa
konstruksi dikenakan sanksi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha;

c pembatasan bidang usaha;

d. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja;

e. pencabutan registrasi; dan atau

f. pembatalan keanggotaan asosiasi.

Pasal 32

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang dilakukan
oleh penanggung jawab teknik dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; atau

c. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan
oleh tenaga teknik dan tenaga ahli pada badan usaha dikenakan sanksi
berupa :

a. peringatan tertulis;

b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; atau

c. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

Pasal 33



(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 a.••at '••;, ; sal 19 ^at
(2) yang dilakukan oleh asosiasi perusahaan., asosiasi juoiesi aar.

institusi pendidikan dan pelatihan dikenakan sanksi. berupa :

a. peringatan tertulis;

b. memasukkan dalam daftar pembatasan/laranu ,r, keqOaU.n usaha; dan
atau

c. pencabutan akreditasi.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan oleh Lembaga dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis
dari Pemerintah.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang dilakukan oleh
badan usaha nasional maupun asing dikenakan sanksi berupa:

a. peringatan tertulis; atau

b. larangan melakukan pekerjaan di bidangnya.

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 avat ;1! ,-ayat (2), dan
ayat (3) yang dilakukan oleh badan usaha diO-a/an a...nasi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan izin usaha; atau

c. pencabutan izin usaha.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1- -'
oleh badan usaha asing dikenakan sanksi admin:

a. peringatan tertulis; atau

b. larangan melakukan pekerjaan di bidangnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud d

-xt (4) yang dilakukan

stratk berupa :

O 31, 32, 33, 34

dan 35 dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran ,yaw,u dilaKuxan.

Pasal 37

(1) Ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaqn yang mrny.mgkut
masyarakat . . 1 ,-
jasa konstruksi wajib dilaporkan kepada Menteri paling ,ambat lo
(1ima
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